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MOTTO 
*** 
 
 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi mu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(Q.S Al-Baqarah: 216) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk 
mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa” 
(Mario Teguh) 
 
“Pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
 
 “Tidak ada kesuksesan bagiku melaikan dengan pertolongan Allah” 
(Q.S. Huud: 88) 
 
 
“Jika orang lain bisa, maka aku juga pasti bisa” 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulillahhirabbil’alamin, 
Sujud syukur ku persembahkan pada Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan 
rahmat kehidupan yang diberikan-Nya, kupersembahkan dengan segenap cinta 
dan doa karya yang sederhana ini untuk: 
Kedua Orangtuaku 
Bapak Sugeng Suratno dan Ibu Tumini, terimakasih atas semua tetesan keringat 
dan doa yang selalu terpanjat, segala kebaikan-kebaikan dan  jasa kalian  tak akan 
pernah saya bisa membalasnya. 
Kakak-Kakak ku 
Mas Hengki, Mas Agus, dan Mas Dika, terimakasih telah memotivasi dan 
menasehatiku untuk tidak malas, yang selalu sayang kepada adiknya dan selalu 
memberiku uang jajan 
Almamaterku Tercinta 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, 
Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Skripsi ini disusun untuk 
menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.  
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, 
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 
setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
3. Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., C.A., Ketua JurusanAkuntansi 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan 
kemudahan kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.  
4. Wahyu Pramesti, SE.,M.Si., Ak, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan 
skripsi. 
 
 
x 
 
5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam 
menyelesaikan skripsi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 
yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
7. Pemerintah Kab.Sragen dan para responden, yang telah mengizinkan peneliti 
untuk melakukan penelitian dan pengambilan data. 
8. Bapak dan Ibuku, Bulek Sumarlin, dan Kakak-kakakku yang telah 
memberikan kasih saying, dukungan, serta do’a. 
9. Mas Muxsin Bazarudin, yang telah banyak menyemangati, membantu dan 
menemani dalam berjuang. 
10. Sahabat-sahabatku, Lia, Anisa, Ratna, Novalia, Amal, April dan Mijah, yang 
telah menjadi bagian dari menggapai mimpi. 
11. Teman-temanku  Kost Alifia yang menjadi keluarga kedua, khususnya Wiwin 
dan Nikmah yang sudah mau menjadi teman curhat skripsi. 
12.  Teman Akuntansi Syariah D angkatan 2015, Bengbeng, Ayu Paloh, Dwi 
Prasetia dan semua yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 
memberikan dorongan serta doa kepada penulis.  
Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa 
serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan 
kepada semuanya. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 18 Juli 2019 
Penulis 
 
 
xi 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of clarity of budget 
targets, internalcontrol systems, competency government apparatus and 
adherence to laws and regulations on the performance accountability of Sragen 
Regency government agencies. This type of research is quantitative research. This 
study was conducted at 27 SKPD. 
Technique of collecting data use purposive sampling technique. The data 
used in this study are primary data. Sample in this study amounted to 81 people 
consisting of financial administration officials, technical implementation official, 
and expenditure treasurers. 81 questionnaires, 78 returned questionnaires and 74 
questionnaires could be processed. The method of data analysis uses multiple 
linear regressions models. 
The results of this study show that the clarity of the budget target, the 
internal controlsystem has a positive effect on the performance accountability of 
government agencies. While the competence of government officials and 
compliance with laws and regulations do not affect the performance 
accountability of agencies government. 
Key words:  Performance accountability of government agencies, clarity of 
budget targets, internal control systems, competency government 
apparatus, comlience with laws and regulations. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran, sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah dan 
ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini dilakukan di 27 SKPD. 
Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sampling. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Sample dalam 
penelitian ini berjumlah 81 orang yang terdiri dari pejabat penatausahaan 
keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran. 81 
kuesioner yang disebar, 78 kuesioner kembali dan 74 kuesioner yang dapat diolah. 
Metode analisis data menggunakan model regresi liner berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, 
sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Sedangkan kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan 
pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. 
Kata kunci :  Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran 
anggaran, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur 
pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Tata kelola pemerintah yang baik adalah tata kelola pemerintah yang dapat 
dipertanggungjawabkan hasilnya. Pemerintahan yang baik (good governance) 
tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan 
kinerja pemerintahan serta pelayanan publik.  
Perkembangan akuntabilitas publik di Indonesia ditandai dengan Instruksi 
Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu 
instansi pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. (Zawawi, 2016). 
Peraturan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan pertimbangan pasal 14, 27 dan 30 Perpres 29 
Tahun 2014 telah melahirkan PerMenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PerMenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. (Jawadi, Basuki, dan Effendy, 2016). 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 
suatu alat pertanggungjawaban instansi dimulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran 
organisasi yang dicantumkan dalam rencana stategis organisasi, yang kemudian 
dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan untuk tujuan penetapan dan pengukuran 
kinerja, pengumpulan data, mengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Penerapan 
SAKIP tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang Good 
governance. (Zawawi, 2016).  
Sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah dievaluasi oleh 
KemenPAN-RB. Evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan 
pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, 
serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Evaluasi kinerja juga dilakukan 
pada SKPD oleh pihak inspektorat untuk mengukur pencapaian kinerja SKPD dan 
bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja yang akan datang. Hal tersebut sesuai 
dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah (Setiyawan dan Safri, 
2016). 
Menurut Mariandini, Irianto dan Nurkholis (2018), perkembangan 
akuntabilitas kinerja dan keuangan di Indonesia masih belum berimbang, terutama 
yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota. Mereka masih berorientasi pada 
pencapaian akuntabilitas keuangan dibandingkan dengan akuntabilitas kinerja. 
Akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari peningkatan perolehan opini Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
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Sedangkan akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari nilai evaluasi SAKIP yang 
dilakukan oleh KEMENPAN-RB.   
Kabupaten Sragen sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, 
sampai dengan saat ini masih belum mampu mendapatkan nilai akuntabilitas 
kinerja dengan predikat memuaskan, sedangakan dalam segi akuntabilitas 
keuangan Kabupaten Sragen telah berhasil mendapatkan opini WTP untuk tahun 
2015-2018. Pemerintahan Kabupaten Sragen baru berhasil menunjukan 
peningkatkan nilai akuntabilitas kinerja  menjadi “B” pada laporan hasil evaluasi 
AKIP tahun 2018, nilai tersebut masih belum menggambarkan keselarasan antara 
akuntabilitas kinerja dengan akuntabilitas keuangan. Data tersebut dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Nilai Opini BPK dan LHE AKIP Kabupaten Sragen 2015-2018  
NO   Tahun Opini BPK LHE AKIP 
1. 2015 WTP CC 
2. 2016 WTP CC 
3. 2017 WTP CC 
4. 2018 WTP B 
Sumber : KemenPAN dan RB-RI dan BPK data diolah, 2019 
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Tabel 1.2 
Penilaian Akuntabilitas Kinerja 
No Kategori Nilai Angka Interpretasi 
1.  AA >90-100 Sangat Memuaskan 
2.  A >80-90 
 
Memuaskan, memimpin 
perubahan, berkinerja tinggi, 
dan sangat akuntabel  
3.  BB >70-80 
 
Sangat Baik, Akuntabel, 
berkinerja baik, memiliki 
system manajemen kinerja 
yang andal 
4.  B >60-70 Baik, perlu sedikit perbaikan 
5.  CC >50-60 
 
Cukup baik (memadai), 
perlu banyak perbaikan yang 
tidak mendasar 
6.  C >30-50 
 
Agak kurang, perlu banyak 
perbaikan, termasuk 
perubahan 
yang mendasar 
7.  D 0-30 
 
Kurang, perlu banyak sekali 
perbaikan dan perubahan 
yang sangat mendasar 
 Sumber : www.menpan.go.id 
Pedoman umum evaluasi sistem AKIP dilakukan terhadap lima komponen 
besar manajemen kinerja dan hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan 
kisaran dari 0-100 seperti yang tertuang dalam tabel 1.2. Nilai hasil akhir dari 
penjumlahan komponen-komponen tersebut mencerminkan tingkat akuntabilitas 
kinerja.  
Hasil temuan awal penelitian berdasarkan wawancara dengan bagian 
Organisasi SETDA Kabupaten Sragen bahwa permasalahan akuntabilitas kinerja 
instansi pemeritah ada pada kurang selarasnya dokumen perencanaan dari tingkat 
Kabupaten yaitu RPJMD sampai dengan tingkat Perangkat Daerah yaitu di 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kompetensi SDM aparatur yang belum 
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paham tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), serta presepsi aparatur yang masih 
berorietasi pada serapan anggaran tanpa melihat outcame. 
Menurut Halim dan Kusufi (2014), suatu organisasi sektor publik 
dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila segala kegiatannya berada dalam 
susunan anggaran dan tujuan serta strategi yang tepat. Anggaran merupakan alat 
perencanaan yang digunakan oleh manajerial dalam menerapkan strategi 
organisasinya secara efektif dan efisien.  
Menurut Laksana dan Handayani (2014), dalam mewujudkan keberhasilan 
akuntabilitas pada sektor-sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan dan tujuan 
anggaran yang telah disediakan sebelumnya. Dengan adanya kejelasan sasaran 
anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun 
dengan baik. Sedangkan seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar 
organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan 
akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin 
dilakukannya pertanggung jawaban publik, maka diperlukan pengawasan terhadap 
organisasi sektor publik tersebut.  
Menurut Kaltsum dan Rohman (2013), penerapan sistem pengendalian 
intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing pemerintah dapat 
meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan 
transaparan. Adanya sistem pengendalian intern tersebut kegiatan instansi dapat 
dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif serta dapat mencapai 
tujuannya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 
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Upaya menghasilkan akuntabilitas yang kredibel perlu juga didukung oleh 
aparatur pemerintah yang kompeten, hal  ini diperlukan agar akuntabilitas instansi 
berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan (Putri, 2015). Aini, Emrinaldi, dan Julita 
(2014), dalam penelitiannya mendefinisikan kompetensi merupakan model yang 
mengidentifikasi keahlian, pengetahuan, dan karakteristik yang diperlukan untuk 
melakukan suatu pekerjaan, sehingga kompetensi aparatur pemerintah 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja suatu instansi. 
Ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting 
yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan 
adanya ketaatan pada peraturan perundangan diharapkan laporan akuntabilitas 
yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban 
terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik (Riantiarno dan 
Azlina, 2011). Menurut Jawadi, Basuki, dan Effendy (2016), ketaatan pada 
hukum akan mendorong kelancaran program sehingga tujuan atau sasaran yang 
diinginkan dapat dicapai, yaitu kinerja yang berakuntabilitas. 
Beberapa Penelitian terdahulu, menunjukan research gap dalam penelitian 
mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti pada penelitian 
Kaltsum dan Rohman (2013), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut didukung 
oleh Cefrida, Nur, dan Hasan (2014), serta Fitrawati, Kahar, dan Ikbal (2017) 
yang menunjukan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekanbaru. Sedangkan hasil 
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penelitian berbeda ditunjukan oleh Darwanis dan Chairunnisa (2013), yang 
menunjukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
Penelitian sebelumya mengenai pengaruh sistem pengendalian intern oleh  
Kaltsum dan Rohman (2013), dalam penelitiannya menunjukan hasil bahwa 
sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, hal tersebut didukung oleh penelitian Fitrawati, Kahar dan Ikbal 
(2017), yang menemukan hasil sistem pengendalian intern berpengaruh positif 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian berbeda ditunjukan 
oleh Cefrida, Nur, dan Hasan (2014), yang menunjukan hasil pengendalian intern 
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Fakor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
ialah  kompetensi aparatur pemerintah diteliti oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Aini, Emrinaldi, dan Julita (2014), serta Putri (2015), menunjukan bahwa 
kompetensi aparatur pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pada penelitian 
Rofika dan Ardianto (2014), menunjukan hasil bahwa kompetensi aparatur 
pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. 
Penelitian mengenai pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan yang 
dilakukan oleh Aini, Emrinaldi, dan Julita (2014), Rofika dan Ardianto (2014), 
menunjukan hasil positif terhadap akuntantabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Kekonsistenan hasil ditunjukan oleh penelitian Hafiz (2017), yang menunjukan 
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bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan pada penelitian 
Cefrida, Nur, dan Hasan (2014), Putri (2015), Jawadi, Basuki, dan Effendy 
(2016), Lumenta, Morsa, dan Mawikere (2016) menunjukan hasil ketaatan pada 
peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah.  
Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang 
dilakukan oleh Fitrawati, Kahar dan Ikbal (2017) yang meneliti mengenai 
kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Parigi Moutong. Perbedaan penelitian 
ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel kompetensi 
aparatur pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan.  
Penulis menambahkan variabel kompetensi aparatur pemerintah karena 
penulis melihat masih banyaknya permasalahan pada SAKIP yang berdampak 
pada tingkat akuntabilitas kinerja disebabkan karena faktor sumber daya 
manusianya, sedangkan variabel ketaatan pada peraaturan perundangan diadopsi 
dari penelitian Jawadi, Basuki, dan Effendy (2016), dimana dalam penelitian 
tersebut menunjukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Selain itu 
perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yakni 
penelitian ini mengambil studi kasus pada SKPD Kabupaten Sragen.  
Kabupaten Sragen dipilih karena keberhasilan Pemkab Sragen dalam 
meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja  dan berhasil meraih penghargaan SAKIP 
Award 2018 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 
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Reformasi Birokrasi setelah selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya 
mendapat nilai CC. Selain itu kemudahan memperoleh data dan waktu yang 
tersedia serta sebagai generalisasi penelitian mengenai akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah sebelumnya didaerah lain. 
Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas, dapat 
disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan hal yang sangat diperlukan 
dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya 
Kabupaten Sragen untuk meningkatkan kerjanya. Maka penulis ingin melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem 
Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Pada 
Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Kabupaten Sragen”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis dapat megidentifikasikan 
masalah sebagai berikut: 
1. Hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah pada Kabupaten Sragen berhasil meningkat dari CC menjadi B 
akan tetapi nilai tersebut belum mencapai target. 
2. Masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya 
mengenai variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, 
kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundangan 
pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian tidak keluar dari 
pokok bahasan dan lebih terperinci, maka batasan masalah dalam penelitian ini 
adalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, 
kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen. Penelitian 
ini hanya mencakup pada SKPD setingkat Inspektorat, Badan, Dinas, dan 
Sekertariat DPRD. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah Kabupaten Sragen? 
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah Kabupaten Sragen? 
3. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen? 
4. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen. 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen 
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen 
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen 
4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 
antara lain: 
1. Aspek Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya ilmu akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah yang dapat dilihat dari variabel kejelasan sasaran, 
sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan pada 
peraturan perundangan. 
2. Aspek Praktisi 
a.  Akademis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
dalam melaksanakan penelitian atau karya tulis lainnya, khususnya mengenai 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
b. Bagi Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi instansi-instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam satuan 
kerja pemerintah. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab, dan masing-masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab. Sistematika isi proposal skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan proposal penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang landasan teori yag digunakan, hasil penelitian 
yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jeneis penelitian, 
variabel penelitian, dan definisi operasional variabel, populasi, dan sampel, jenis 
dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil 
analisis data serta pembahsan hasil analisis data (pembuktian hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 
pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
1. Pengertian Akuntabilitas 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban atas suatu hal yang harus dilaksanakan 
oleh sekelompok orang atau penguasa yang telah dipercaya untuk mengelola 
sumber daya publik dan yang berhubungan dengan pelayanan publik guna 
memaparkan realisasi hasil yang telah dicapai (Riantiarno dan Azlina, 2011). 
Wujud dari sumber daya publik pada umumnya berupa sumber daya 
manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber 
daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, 
peralatan, uang, serta kekuasaan hukum dan politik. Sumber daya tersebut 
menjadi sarana pendukung dalam sektor publik. (Lumenta, Morasa, Mawikere 
2016). 
Menurut Efrizar (2017), akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami 
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada seseorang atau 
organisasi bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) 
bertanggung jawab. Dalam pengetian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai 
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 
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amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. 
Akuntabilitas sebagai penyelenggaraan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dapat menjadi alat kontrol 
kinerja dalam suatu organisasi untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan 
pemerintah telah dilaksanakan dengan baik (Judarmita dan Supadmi, 2017). 
Suhaesti (2016), dengan adanya akuntabilitas pemerintah baik pusat maupun 
daerah dapat memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja 
finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pemberi informasi 
dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi 
informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 
Mardiasmo (2002) dalam buku nya  mendefinisikan akuntabilitas sebagai 
pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:  
a. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) 
Pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 
misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 
pemerintah pusat kepada MPR.  
b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) 
Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah 
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 
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Menurut Mardiasmo (2002), ada empat aspek akuntabilitas yang harus 
dipenuhi organisasi sektor publik, antara lain : 
1). Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran 
penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan 
jaminan suatu kepatuhan terhadap peraturan hukum dalam hal 
penggunaan sumber dana publik. 
2). Akuntabilitas Proses 
Akuntabilitas proses terkait dengan efektifitas prosedur dalam 
capaian tugas, mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi 
manajemen, serta prosedur administrasi yang berkaitan dengan pelayanan 
publik. 
3). Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi 
tujuan yang telah ditetapkan dalam program-progam yang menjadi 
sasaran. 
4). Akuntabilitas Kebijakan 
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas 
kebijakan kebijakan yang telah diambil pemerintah terhadap masyarakat 
atau publik. 
2. Pengertian Kinerja 
Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 mendefinisikan kinerja adalah 
keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai 
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sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 
Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 
terhadap tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk 
informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan 
jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 
diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mahsun, 2015). 
Elemen pokok suatu pengukuran kinerja menurut Mahsun (2015), 
meliputi: 
a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi 
b. Merumuskan indicator dan ukuran kinerja 
c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi 
d. Evaluasi kerja 
Nordiawan (2010), mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran 
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengukur kinerja diperlukan 
indikator kinerja yang terbagi dalam enam kelompok indikator yaitu : 
a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan 
output, misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, 
dan sebagainya. 
b. Proses (proces) adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang 
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. 
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c. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau 
non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan 
program berdasarkan masukan yang digunakan.  
d. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran 
dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap 
produk/jasa yang dihasilkan. 
e. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan 
langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas umum yang 
mudah digunakan. 
f. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, 
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian 
kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 
Menurut Nordiawan (2010), kriteria indikator yang baik antara lain: 
a. Clear, berarti indikator kinerja harus jelas baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dan tidak ambigu yang dapat menimbulkan multiinterpretasi.  
b. Relevan, berarti indikator kinerja harus memiliki kesesuaian atau 
keterkaitan dengan sasaran atau tujuan. 
c. Ekonomic, berarti menekankan pada biaya yang terjangkau pada indikator 
yang dibutuhkan. 
d. Cukup, berarti indikator yang ditetapkan dapat dikombinasikan sebagai 
basis untuk menilai kinerja. 
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e. Monitorable, berarti indikator harus selalu dapat disempurnakan dalam 
rangka peningkatan kualitas indikator. 
 
3. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Perpres RI No. 29 tahun 2014 dinyatakan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan 
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja  yang 
telah ditetapkan melalui laporan akuntabilitas kinerja secara berkala.  
Menurut Rofika dan Ardianto (2014), Pedoman Penyusunan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Lembaga 
Administrasi Negara (LAN), pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain 
pada prinsip-prinsip:  
a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 
bersangkutan. 
b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku. 
c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
e. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 
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f. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 
yang telah ditertapkan.  
Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan 
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong 
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat 
untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode 
pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut: 
a. Perencanaan Strategis 
Perencanaan strategis didefinisikan sebagai rencana  kinerja lembaga 
dalam jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, sasaran strategis lima 
tahun, sasaran strategis tahunan, dan program. (Triyulianto, 2018). 
b. Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja adalah alat yang digunakan oleh manajemen untuk 
meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban untuk 
menilai keberhasilan/kegagalan implementasi kegiatan atau program sesuai 
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan 
membandingan pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah 
direncankan dan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. (Triyulianto, 
2018). 
c. Pelaporan Kinerja 
Kepala pemerintah Kabupaten setiap tahun harus membuat Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  Laporan tersebut 
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Perencanaan 
Strategis 
Pengukuran 
Kinerja 
Pemanfaatan 
Informasi Kinerja 
Pelaporan 
Kinerja 
disampaikan maksimal  tiga bulan setelah tahun fiskal berakhir. LAKIP 
mengandung perbandingan kinerja aktual yang dicapai dengan tujuan kinerja 
yang ditetapkan pada rencana kinerja, termasuk keberhasilan/kegagalan kinerja. 
(Triyulianto, 2018). 
d. Pemanfaatan Informasi Kinerja 
Pemerintah Kabupaten harus menggunakan informasi kinerja mereka 
untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara berkesinambungan dengan 
membuat rencana strategi baru pada periode berikutnya. (Triyulianto,2018). 
Gambar 2.1 
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Triyulianto, 2018  
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Tabel 2.1 
Penilaian Sistem AKIP 
No Komponen Bobot Sub Komponen 
1. Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%) 
meliputi: Pemenuhan Renstra 
(2%), Kualitas Renstra (5%) 
dan Implementasi Renstra 
(3%). 
b. Perencanaan Kinerja Tahunan 
(20%), meliputi Pemenuhan 
RKT (4%), Kualitas RKT 
(10%) dan Implementasi RKT 
(6%). 
2. Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%) 
b. Kualitas pengukuran (12,5%) 
c. Implementasi pengukuran 
(7,5%) 
3.  Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%) 
b. Kualitas pelaporan (7,5%) 
c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 
4. Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%) 
b. Kualitas evaluasi (5%) 
c. Pemanfaatan hasil evaluasi 
(3%) 
5.  Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan 
(output) (5%) 
b. Kinerja yang dilaporkan 
(outcome) (10%) 
c. Kinerja tahun berjalan 
(benchmark) (5%) 
 Total 100%  
 
Sumber : PERMENPAN 12 tahun 2015 
2.1.2 Kajian Syariah Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Akuntabilitas kinerja di lihat dalam prespektif Islam menggambarkan 
suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat nabi yakni 
Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Hal ini selaras dengan firman 
Allah pada QS Al-Ahzab 72-73 
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 َاَهىْلِمَْحي َْنأ َهَْيَبَأف ِلاَبِجْلاَو ِضَْرْلْاَو ِتاَواَم َّسلا َىلَع ََةواََمْلْا َاىْضَز َع اَِّوإ
 َهِيِقفَاىُمْلا ُ َّاللَّ َب ِّذَُعِيل * ًلًُىهَج اًمُىلَظ َناَك ُهَِّوإ ُناَسْو ِْلْا َاَهلَمَحَو َاهْىِم َهَْقفَْشأَو
 َناَكَو ِتَاىِمْؤُمْلاَو َهِيىِمْؤُمْلا َىلَع ُ َّاللَّ َبُىتَيَو ِتاَكِز ْشُمْلاَو َهيِكِزْشُمْلاَو ِتَاِقفَاىُمْلاَو
اًميِحَر اًرُىفَغ ُ َّاللَّ  
Yang Artinya:  
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan 
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah 
mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang 
musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-
orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 72-73). 
 
Adanya akuntabilitas kinerja akan membuat pemerintahan lebih 
memperhatikan kepentingan sosial, dalam hal ini adalah pertanggunjawaban 
kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja akan mencerminkan bahwa segala 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah benar-benar berdasarkan kenyataan rill 
yang terjadi pada instansi pemerintah tersebut dan tidak ada yang dimanipulasi. 
 
2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran 
Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan 
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang 
dinyatakan dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran adalah proses atau 
metode untuk mempersiapkan anggaran. Penganggaran tersebut terkait dengan 
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proses penentuan jumlah alokasi dana dalam tiap-tiap program dan aktivitas 
satuan moneter. Menurut Efrizar (2017), penganggaran sektor publik harus 
diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.  
Halim dan Kusufi (2014), mendefinisikan anggaran memiliki perananan 
penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Anggaran 
pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan  pemerintah daerah dalam  satu 
tahun yang disusun secara jelas dan spesifik, serta merupakan gambaran teknis 
pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan daerah. 
Menurut Efrizar (2017), karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran 
anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk 
menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang 
disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Suhesti 
(2016), menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana 
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran 
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian 
sasaran anggaran tersebut. 
Kejelasan sasaran anggaran dalam konteks pemerintah daerah tercakup 
dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah 
(Propeda), yang berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai 
dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai instansi pemeritah. (Jawadi, Basuki, 
dan Effendy, 2016). 
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 Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SKPD menyusun rencana 
strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Setiap 
entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang 
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan 
anggaran menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah 
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 
Menurut Hafiz (2017), ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan 
pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. 
Hal tersebut berdampak pada kondisi lingkungan yang tidak pasti. Dengan adanya 
sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung 
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka 
untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Menurut Putra (2013), karateristik dalam menentukan sasaran anggaran 
meliputi: 
1. Sasaran harus spesifik dan tidak samar-samar. 
2. Sasaran harus menantang namum dapat dicapai.  
Sedangkan pengukuran sasaran anggaran agar efektif, maka diperlukan 
indikator antara lain: 
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1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus 
dikerjakan. 
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur. 
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. 
4. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan. 
5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas. 
6. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan 
pentingnya. 
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi. 
 
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern 
Krismiaji (2015) pengendalian intern adalah “rencana organisasi dan 
metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 
informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk 
mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”. Pengendalian intern menjadi bagian 
dari manajemen yang selalu berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemantauan kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan 
efisiensi operasi, daya andal pelaporan keuangan serta kesesuian dengan hukum 
dan peraturan yang berlaku.  
Aziz, Rahman, Alam, dan Said (2015), dalam organisasi sektor publik, 
peran pengendalian intern ialah mendukung terbentuknya sistem akuntabilitas 
dalam pembuatan keputusan. Sistem pengendalian intern menyediakan suatu 
penekanan pada akuntabilitas, sehingga prakteknya di sektor publik tampak 
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penting pada setiap tahapan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi 
sektor publik. Sistem pengendalian intern yang baik akan menguntungkan 
organisasi dalam mencegah timbulnya pembiayaan yang buruk serta dapat 
membantu organisasi untuk bekerja secara efektif dan selaras dalam mendeteksi 
kesalahan dan ketidakberesan dalam operasi organisasi. 
Menurut Fitrawati, Kahar, dan Ikbal (2017), sistem pengendalian intern 
pemerintah merupakan sistem pengendalian yang harus di terapkan dalam 
lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan 
transparansi dan  akuntabilitas pada penyusunan laporan keuangan, serta 
peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern yang baik 
dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan 
yang baik pula.  
Menurut PP RI Nomor 60 tahun 2008, unsur-unsur sistem pengendalian 
internal antara lain: 
1. Lingkungan Pengendalian (control environment) 
Agar tercipta penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam 
lingkungan kerja, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan 
memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif 
dan kondusif. Hal tersebut terwujud melalui : 
a. Penegakan integritas dan nilai etika. 
b. Komitmen terhadap kompetensi. 
c. Kepemimpinan yang kondusif. 
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 
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e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang  sehat tentang pembinaan sumber 
daya manusia. 
2. Penilaian Resiko (risk assessment) 
Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian 
tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian 
dikelola”. Komponen ini mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal 
untuk kemudian dilakukan penilaian. Sebelum melakukan penilain resiko, terlebih 
dahulu tujuan atau target dikaitkan sesuai dengan level-levelnya. Langkah-
langkah dalam penaksiran risiko adalah sebagai berikut: 
a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. 
b. Menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan. 
c. Menentukan tindakan yang dilakukan untuk memanage risiko. 
3.  Kegiatan Pengendalian (control activities) 
Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang dapat 
membantu manajemen. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan 
menembus semua level dan semua fungsi yang ada di instansi. Kegiatan 
pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah 
dilaksnakan. Kegiatan pengendalian ini terdiri atas: 
a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. 
b. Pembinaan sumber daya manusia. 
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 
d. Pengendalian fisik atas aset. 
29 
 
 
 
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. 
f. Pemisahan fungsi. 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 
kejadian penting. 
4. Informasi dan Komunikasi (information and communication).  
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi 
pemerintah dan pihak yang berkepentingan. Informasi disajikan dalam suatu 
bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan 
instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Agar 
dapat menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah 
harus melakukan beberapa tindakan, antara lain: 
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk saran komunikasi. 
b. Mengelola, mengembagkan dan memperbarui sistem informsai secara terus 
menerus. 
5. Pemantauan (monitoring) 
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan 
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera 
ditindaklanjuti. Hal-hal yang perlu dilakukan terkait monitoring, antara lain: 
a. Mengevaluasi temuan-temuan, review, rekomendasi audit secara tepat. 
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b. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi 
dari audit dan review. 
c. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang digunakan 
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen. 
 
2.1.5 Kompetensi Aparatur Pemeritah 
Pengertian komptensi dalam organisasi pemerintahan dapat dilihat pada 
penjelasan pasal 3 PP 101 tahun 2000 sebagai “kemampuan dan karakteristik 
yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku 
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya”. 
Indriasih (2014), kompetensi adalah karakteristik mendasar dari seorang 
individu yang secara kausal terkait kriteria yang efektif dan/ atau kinerja yang 
unggul dalam pekerjaan atau situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi berkaitan 
antara perilaku dengan kinerja sehingga menyebabkan atau dapat memprediksi 
perilaku dan kinerja seseorang. Kompetensi tersebut dapat dilihat dari latar 
belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan 
dalam pelaksanaan tugas (Winidyaningrum, 2010). 
Menurut Putri (2015), kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan 
keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kemampuan 
untuk mengatasi suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan ukaran standar yang 
telah ditetapkan. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku 
yang memerlukan kombinasi pengetahuan, skill, dan sikap. Kompetensi tersebut 
ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan 
lingkungan kerja.  
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Aini, Emrinaldi, dan Julita (2014), menjelakan kompetensi (competency) 
sebagai individualitas yang  mendasar dalam diri seseorang yang dapat 
memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi mengacu 
pada kinerja yang sangat baik yang tertanam  pada kepribadian seseorang dan 
dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja.  
Dari pengertian kompetensi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 
selalu melekat pada diri seseorang karena menyangkut karakteristik seseorang dan 
bagaimana efektifitas seseorang dalam bekerja.  
Menurut Aini, Emrinaldi, dan Julita (2014), standar kompetensi mencakup 
tiga hal, antara lain: 
1. Pengetahuan (knowledge), merupakan informasi mengenai seseorang yang 
memiliki bidang substansi tertentu. 
2. Keterampilan (Skills), merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan 
pengalaman. Skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam 
melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu 
peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi 
bisnis. 
3. Sikap (attitude), merupakan sesuatu yang ditunjukan seseorang kepada orang 
lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya. 
Rofika dan Ardianto, (2014),  kompetensi aparatur pemerintah 
memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
yang efektif. Sesuai dalam prinsip pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas 
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kinerja instansi pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat 
menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Menurut Sofyani dan Akbar (2012), individu yang memiliki latar belakang 
pendidikan disektor publik, khususnya pemerintahan, ataupun pendidikan yang 
sesuai dengan tugas yang diemban, dinilai lebih mampu menjalankan konsep 
sistem pengukuran kinerja dengan baik daripada individu sebaliknya. Ini berarti 
sumber daya manusia yang digunakan harus benar-benar konsisten dan 
berkompeten dibidangnya dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah yang efektif . 
 
2.1.6 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
Hafiz (2017), ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan 
seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur 
dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 pasal 23 
ayat 5 dan Undang-undang APBN mengatur pertanggungjawaban keuangan 
negara yang dikelola dalam pemerintahan, dimana pertanggungjawaban keuangan 
negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus 
disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh 
dari keuangan rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. 
Menurut Riantiarno dan Azlina (2011), dalam hal pembentukan akuntansi 
pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi 
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akuntabilitas  keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (a manual for 
government accounting) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan 
peraturan perundangan.  
Aini, Emrinaldi, dan Julita (2014), mengatakan sistem hukum yang dianut 
dalam akuntansi sektor publik adalah sistem Civil Law, dimana setiap aturan yang 
berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan 
perundangan. Implementasi dari Stuffen teori dalam sistem hukum di Indonesia, 
telah diatur dalam ketentuan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966; dan saat ini telah 
diatur sesuai TAP MPR Nomor: III Tahun 2000 dengan susunan hirarki yakni: 
1. Undang Undang Dasar 1945 
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
3. Undang –undang 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) 
5. Keputusan Presiden 
6. Peraturan Daerah.  
Lumenta, Morsa, dan Mawikere (2016), peraturan yang mengatur 
keuangan daerah adalah peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang 
pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Peraturan tersebut 
mengacu pada peraturan yang ditetapkan sebelumnya terutama UU No. 32 tentang 
pemerintah daerah dan UU nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi 
laporan keuangan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
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Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan daerah serta 
keuangan negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. 
Sedangkan mengenai dasar hukum akuntabilitas kinerja, antara lain: 
1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 
dan Bebas KKN 
2. UU Nomor 28 Tahun 1999, akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam 
penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government 
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah 
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Intansi Pemerintah 
6. Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemeritah 
7. Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 
dan Implementasi SAKIP  
Riantiarno dan Azlina (2011), menyatakan, seseorang dikatakan 
mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila dia : 
1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik 
di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia. 
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2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan 
hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi 
peraturan tentang pajak. 
3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum. 
4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian 
terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu : 
Tabel 2.2 
Hasil Penelitian yang Relevan 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
1. Variabel bebas: 
Kejelasan sasaran 
Anggaran 
 
Variabel terikat: 
Akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah  
 
Variabel intervening: 
Sistem pengendalian 
intern 
 
Kaltsum dan 
Rohman 
(2013), 
metode survei, 
sampel pejabat 
struktural dan 
aparat 
penyususn 
anggaran yang 
berjumlah 50 
responden,  
Studi pada 
SKPD Kota 
Salatiga 
Kejelasan 
sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah, 
sistem 
pengendalian 
intern 
berpengaruh 
terhadap  
 
 
 
 
 
 
 
- 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
   Akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah dan 
memediasi 
kejelasan 
sasaran 
anggaran 
 
2. Variabel bebas: 
a. Kejelasan 
sasaran anggaran 
b. Pengendalian 
akuntansi 
c. Penerapan 
akuntansi sektor 
publik 
d. Ketaatan pada 
peraturan 
perundangan 
 
Variabel terikat: 
Akuntabilitas kinerja 
instansi 
 
 
Cefrida, Nur, 
dan Hasan 
(2014), 
Metode 
kuantitatif, 
Sampel kepala 
dan sekertaris 
Dinas/Instansi 
yang 
berjumlah 198 
responden,  
Studi: Dinas 
pemerintah 
kota 
Pekanbaru 
Kejelasan 
sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
positif  
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah, 
sedangkan 
pengendalian 
akuntansi, 
penerapan 
akuntansi 
sektor publik, 
dan ketaatan 
pada peraturan 
perundangan 
memiliki 
pengaruh 
negatif terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah 
Perlu 
memperluas 
cakupan 
sampel, 
menambahkan 
variabel lain, 
dan 
menggunakan 
responden 
yang lebih 
bervariatif 
 
3. Variabel bebas: 
a. Kejelasan 
sasaran anggaran 
b. Pengendalian 
akuntansi 
c. Sistem 
pelaporan 
 
Cahyani dan 
Utami (2015), 
Metode 
kuantitatif, 
Sampel kepala 
dinas dan 
bagian 
keuangan 
Kejelasan 
sasaran 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja 
Perlu 
ditambahkan 
variabel lain 
dan perluas 
lingkup 
penelitian. 
 
Tabel 2.1 berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
 Variabel terikat: 
Akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 
 
Variabel intervening: 
Sistem Pengendalian 
Intern 
yang 
berjumlah 51 
responden,  
Studi pada 
kantor Dinas 
pemerintah 
kota Denpasar 
instansi 
pemerintah 
(AKIP), sistem 
pelaporan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap AKIP, 
komitmen  
organisasi tidak 
instansi 
pemerintah dan 
memediasi 
kejelasan 
sasaran 
anggaran 
Pemerintah 
lebih 
meningkatkan 
sistem control 
terhadap 
bawahannya 
terutama 
dalam hal 
peningkatan 
komitme 
organisasi 
4. Variabel bebas: 
a. Penerapan 
akuntansi 
keuangan daerah 
b. Pengawasan 
kualitas laporan 
c. Kejelasan 
sasaran 
anggaran 
 
Variabel terikat: 
Akuntabilitas kinerja 
Instansi pemerintah 
(AKIP) 
Darwanis dan 
Chairunnisa 
(2013), 
Sampel 
kepala bidang 
program  
dan 
pelaporan, 
kepala seksi 
pemantauan, 
evaluasi dan 
pelaporan, 
dan kepala 
sub bagian 
keuangan 
yang 
berjumlah 102 
responden, 
Studi pada 
Satuan kerja 
pemerintah 
Aceh 
 
Penerapan 
akuntansi 
keuangan 
daerah, 
pengawasan 
kualitas laporan 
keuangan, dan 
kejelasan 
sasaran 
anggaran secara 
simultan 
berpengaruh 
terhadap AKIP, 
penerapan 
akuntansi 
keuangan daerah 
berpengaruh 
positif terhadap 
AKIP, 
pengawasan 
kualitas laporan 
keuangan  
Perlu 
menambah 
variabel lain 
dan 
instrumen, 
pemerintah 
perlu 
meningkatkan 
akuntabilitas 
kinerja satuan 
kerja 
pemerintah 
Aceh 
Tabel 2.1 berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
   berpengaruh 
positif terhadap 
AKIP, 
sedangkan 
kejelaan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
negative 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah 
 
5. Variabel bebas: 
a. Kejelasan 
sasaran 
anggaran 
b. Sistem 
pengendalian 
intern 
 
Variabel terikat: 
Akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah 
(AKIP) 
Fitrawati, 
Kahar dan 
Ikbal (2017), 
Metode 
survey, 
Sampel 35 
SKPD 
kabupaten 
Parigi 
Moutong 
Kejelasan 
sasaran 
anggaran dan 
sistem 
pengendalian 
intern 
berpengaruh 
positif terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah 
Perlu 
menambahkan 
variabel lain 
6. Variabel bebas: 
a. Kompetensi 
aparatur 
pemerintah 
b. Penerapan 
akuntabilitas 
keuangan 
c. Pemanfaat 
teknologi 
informasi 
d. Otoritas 
pengambilan 
keputusan 
Aini, 
Emrinaldi, 
dan Julita 
(2014), 
Metode 
kuantitatif, 
Sampel 
kepala satuan 
kerja, dan 
kasubag 
keuangan 
dengan 
jumlah 
Kompetensi 
aparatur 
pemerintah, 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi, 
otoritas 
pengambilan 
keputusan, 
ketaatan  
pada peraturan 
perundangan  
memiliki 
hubungan 
positif 
Perlu 
memperluas 
objek 
penelitian dan 
menambahkan 
variabel lain 
Tabel 2.1 berlanjut…. 
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Lanjutan tabel 2.1 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
 e. Ketaatan pada 
peraturan 
perundangan 
 
Variabel terikat: 
Akuntabilitas  
kinerja Instansi 
pemerintah (AKIP) 
responden 86 
orang, Studi 
pada SKPD 
kabupaten 
Pelalawan 
 
 
dan berpengaruh 
terhadap AKIP, 
sedangkan 
penerapan 
akuntabilitas 
keuangan 
memiliki 
hubungan negatif 
dan tidak 
berpengaruh 
terhadap AKIP. 
 
7. Variabel bebas: 
a. Penerapan 
akuntabilitas 
keuangan 
b. Pemanfaatan 
teknologi 
informasi 
c. Ketaatan pada 
peraturan 
perundangan 
 
Variabel terikat: 
Akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 
(AKIP) 
Sampel 
kepala dinas, 
kabag 
keuangan, 
kasubag 
keuangan 
yang 
berjumlah 87 
responden, 
Studi pada 
SKPD Kota 
Pekanbaru 
 
akuntabilitas 
keuangan, 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 
berpengaruh 
terhadap AKIP 
sedangkan 
ketaatan pada 
peraturan 
perundangan 
tidak 
berpengaruh 
AKIP  
 
Perlu 
memperluas 
atau 
melakukan 
penelitan 
diwilayah lain 
dan 
menambahkan 
variabel lain 
8. Variabel bebas: 
a. Penerapan 
akuntabilitas 
keuangan 
pemanfaatan 
b. Teknologi 
Informasi 
c. Kompetensi 
aparatur 
pemerintah 
daerah 
d. Ketaatan 
terhadap 
peraturan 
perundagan 
Rofika dan 
Ardianto 
(2014), 
Metode 
kuesioner dan 
wawancara, 
Sampel 
kepala bagian 
keuangan, 
bagian 
keuangan, 
bendahara, 
dan staf 
keuangan, 
Akuntabilitas 
keuangan dan 
ketaatan 
terhadap 
peraturan 
perundangan  
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah. 
Sedangkan 
pemanfaatan 
teknologi  
Perlu 
melakukan 
penelitian 
lebih dari satu 
daerah, 
memperbaiki 
instrumen 
penelitian dan 
menambahkan 
variabel lain. 
Tabel 2.1 berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
 Variabel terikat: 
Akuntabilitas kinerja 
instansi Pemerintah 
(AKIP) 
 
Studi 
pemerintah 
Kabupaten 
Kuantan 
Singingi 
 
informasi dan 
kompetensi 
aparatur 
pemerintah 
daerah tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah. 
 
9. Varibel bebas: 
a. Kompetensi 
aparatur 
pemerintah 
b. Ketaatan pada 
peraturan 
perundangan 
c. Kejelasan 
sasaran 
anggaran 
 
Variabel moderasi: 
Komite organisasi 
kinerja manajerial 
Hafiz (2017), 
Metode: 
kuantitatif, 
Sampel: 
kepala sub 
bagian  
keuangan, 
bendahara 
dan  
kepala staff 
program yang 
berjumlah 99 
responden, 
Studi: SKPD 
Kabupaten 
Kampar 
 
Kompetensi 
aparatur 
pemerintah, 
ketaatan pada 
peraturan 
perundangan dan 
kejelasan sasaran 
berpengaruh 
terhadap AKIP. 
variabel  kinerja  
manajerial  
memperkuat 
pengaruh 
kompetensi 
aparatur 
pemerintah, 
ketaatan pada 
peraturan 
perundangan dan 
kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
terhadap AKIP  
 
Perlu 
memperluas 
penelitian 
serta dapat 
menjadikan 
penelitian 
tersebut 
sebagai 
referensi bagi 
akademis 
10. Variabel bebas:  
a. Sistem 
akuntansi 
pemerintah 
 
Lumenta, 
Morsa, 
Mawikere 
(2016), 
Metode: 
Kuantitatif, 
Sistem akuntansi 
pemerintah 
daerah secara 
parsial memiliki 
pengaruh 
signifikan  
Pemerintah 
kabupaten 
Minahasa 
Selatan 
sebaiknya 
agar lebih 
Tabel 2.1 berlanjut… 
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 Lanjutan tabel 2.1 
No Variabel Penelitian Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
10. b. Ketaatan peraturan 
perundangan  
c. Kejelasan sasaran 
anggaran 
Sampel:- 
Studi: 
Kabupaten 
Minahasa 
Selatan 
Terhadap 
AKIP, ketaatan 
peraturan 
perundangan 
secara parsial 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap AKIP, 
dan  sistem 
akuntansi 
pemerintah 
daerah  
dan ketaatan 
peraturan 
perundangan 
secara simultan 
memiliki 
pengaruh 
terhadap AKIP 
meningkatkan 
penerapan 
atas Sistem 
Akuntansi 
Pemerintah 
Daerah sesuai 
dengan 
ketentuan 
yang berlaku, 
untuk peneliti 
selanjutnya 
perlu 
menambahkan 
variabel 
lainnya 
11. Varibel bebas: 
a. Budget goal 
clarity 
b. Organizational 
commitment 
c. Accounting 
control 
d. Adherence to laws 
 
Variabel terikat: 
Perception of government 
performance 
Jawadi, 
Basuki, dan 
Effendy 
(2016), 
Metode: 
kuantitatif, 
Sampel: 90 
responden 
dari Tim 
LKj-IP, 
Studi: 
Kabupaten 
Lombok 
Tengah 
Kejelasan 
sasaran 
anggaran dan 
komitmen 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap  
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah. 
sedangkan 
kontrol 
akuntansi dan 
kepatuhan pada 
hukum tidak 
memiliki 
pengaruh 
signifikan pada 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah. 
Perlu 
memperluas 
penelitian dan 
menambahkan 
variabel 
penelitian 
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2.3 Kerangka Berfikir 
Dalam penelitian secara sistematis, kerangka berfikir dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
Gambar 2.2 
Kerangka Berfikir 
 
 
      
     H1 
     H2 
     H3      
     H4 
 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 
2.4.1 Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Menurut Efrizar (2017), kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan 
individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target 
anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai 
organisasi, hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran. Adanya 
sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung 
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka 
Kejelasan Sasaran 
Anggaran (X1) 
Sistem Pengendalian 
Intern (X2) 
Kompetensi Aparatur 
Pemerintah (X3) 
Ketaatan Peraturan  
Perundangan (X4) 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(Y) 
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untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Hafiz, 2017). 
Suhesti (2016) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan 
sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar 
anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas 
pencapaian sasaran anggaran tersebut.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran 
yang semakin baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian Cahyani dan Utami 
(2015), Fitrawati, Kahar dan Ikbal (2017), yang menyatakan kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin tinggi pula 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah 
H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
2.4.2 Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Aziz, Rahman, Alam, dan Said (2015), peran pengendalian internal dalam 
organisasi sektor publik mampu mendukung terbentuknya sistem dalam 
akuntabilitas pembuatan keputusan yang mana sistem pengendalian internal 
menyediakan suatu penekanan pada akuntabilitas, sehingga prakteknya di sektor 
publik tampak penting pada setiap tahapan dalam meningkatkan akuntabilitas 
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dalam organisasi sektor publik. Hal ini menujukan sistem pengendalian intern 
yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses 
kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu keyakinan 
bagi organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan 
apa yang menjadi tujuan. 
Hasil penelitian Kaltsum dan Rohman (2013), menunjukan hasil bahwa 
sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, hal ini konsisten dengan penelitian Fitrawati, Kahar dan Ikbal (2017) 
yang menemukan hasil sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi sistem pengendalian 
intern, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 
H2 :  Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. 
2.4.3 Kompetensi Aparatur Pemeritah Berpengaruh Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Putri (2015), kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan 
ketrampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk 
menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah 
ditetapkan. Menurut Rofika dan Ardianto (2014), kompetensi aparatur pemerintah 
memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
yang efektif. Sesuai dalam prinsip pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat 
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menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus 
benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya dalam pelaksanaan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aini, Nur, Julita. 
(2014). dan  Putri (2015) yang menunjukan bahwa kompetensi aparatur 
pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah, 
maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah 
H3 :    Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah  
2.4.4 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Perpengaruh Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Hafiz (2017), ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan 
seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur 
dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 pasal 23 
ayat 5 dan Undang-undang APBN mengatur pertanggungjawaban keuangan 
negara yang dikelola dalam pemerintahan, dimana pertanggungjawaban keuangan 
negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus 
disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh 
dari keuangan rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Sehingga ketaatan 
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pada peraturan perundangan yang semakin baik dan taat akan dapat 
dipertanggungjawabkan atau bahkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. 
Hal ini didukung oleh penelitian Rianto dan Azlina (2011), yang 
menunjukan hasil ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif 
terhadap akuntantabilitas kinerja. Selain itu penelitian Hafiz (2017), juga 
menyatakan bahwa ketaatan perundangan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan maka 
semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 
H4 : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan 
proposal hingga menganalisis data sampai terlaksananya penelitian ini, yakni pada 
bulan Oktober 2018 sampai dengan selesai. wilayah yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sragen 
setingkat Dinas, Badan, Inspektorat dan Sekertariat DPRD. 
 
3.2  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui 
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan menggunakan angka dan 
melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Ferdinand, 2014). 
 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
 Menurut Ferdinand (2014), populasi merupakan gabungan dari seluruh 
elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang 
serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Tim penyusun SAKIP pada 27 SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sragen yang berjumlah 239 pegawai. 
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3.3.2 Sampel 
Ferdinand (2014), mendefinisikan sampel adalah subset dari populasi, 
terdiri dari beberapa anggota populasi. Ukuran sampel dalam penelitian ini 
meliputi pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan 
bendahara pengeluaran yang berjumlah 81 responden. Responden ini dipilih 
karena pejabat ini terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan 
SAKIP. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Sampel purposive adalah pengambilan sampel berdasarkan 
atas tujuan dan kehendak peneliti sesuai dengan informasi yang dibutuhan 
(Ferdinand, 2014). Dalam penelitian ini kriteria yang dikehendaki peneliti 
meliputi pegawai yang terlibat dalam penyusunan SAKIP dan bersedia menjadi 
responden, dengan kriteria antara lain:  
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
3. Bendahara pengeluaran. 
  Berdasarkan kriteria diatas terdapat 81 responden yang memenuhi kriteria 
yang menjabat sebagai PPK, PPTK, dan  Bendahara pengeluaran. 
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3.4 Data dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata primer. Data 
primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sekaran, 
2017). Data primer dipilih sebagai sumber data agar data yang didapat benar - 
benar akurat sehingga dapat membuktikan hipotesis yang ada.Data primer 
diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuisioner) yang terstruktur 
dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari pegawai pemerintah pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagai responden dalam 
penelitian ini.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan 
atau  menyebarkan kuesioner kepada responden lalu menanyakan kesediaannya 
untuk mengisi kuesioner. Menurut Sekaran (2017), kuesioner adalah daftar 
pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya dan responden yang akan  
mencatat jawaban mereka. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan 
terstruktur dan responden tinggal memberi tanda ceklist (√) pada jawaban yang 
dipilih. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
3.6.1 Variabel Dependen 
Variabel dependen yaitu variabel yang menjadi arah penelitian atau sering 
disebut sebagai variabel terikat (Sekaran, 2017). Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (AKIP). 
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3.6.2 Variabel Independen  
 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel ini disebut juga variabel 
bebas (Sekaran, 2017). Dalam penelitian ini variabel independen meliputi 
kejelasan sasaran anggaran (KSA), sistem pengendalian intern, (SPI), kompetensi 
aparatur pemerintah (KAP) dan ketaatan pada peraturan pemerintah (KPP). 
 
3.7 Definisi Operasional 
Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang 
akan digunakan untuk pembuatan kuesioner :   
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Indikator Nomor 
Pertany
aan 
1. Akuntabilitas 
kinerja 
instansi 
pemerintah 
(Y) 
Akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah adalah 
perwujudan kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk 
mempertanggung-jawabkan 
keberhasilan/kegagalan 
pelaksanaan program dan 
kegiatan yang telah 
diamanatkan para pemangku 
kepentingan dalam rangka 
mencapai misi organisasi 
secara terukur dengan 
sasaran/ target kinerja yang 
telah ditetapkan melalui 
laporan kinerja instansi 
pemerintah yang disusun 
secara berkala 
 
Mardiasmo (2002) 
1. Akuntabilitas 
kejujuran 
dan 
akuntabilitas 
hukum 
2. Akuntabilitas 
proses  
3. Akuntabilitas 
program 
4. Akuntabilitas 
kebijakan 
 
Mardiasmo 
(2002) 
1,2 
 
 
 
 
3,4 
 
5,6,7 
 
8,9 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 3.1 
2. Kejelasan 
Kejelasan 
sasaran 
anggaran 
(X1) 
Kejelasan sasaran anggaran 
merupakan sejauh mana 
tujuan anggaran program 
dan kegiatan SKPD 
dinyatakan secara spesifik, 
jelas, dan dimengerti oleh 
siapa saja yang 
bertanggungjawab terhadap 
anggaran 
 
Jawadi, Basuki, dan Effendy 
(2016) 
1. Pengetahuan 
tujuan RKA-
SKPD 
2. Keadaan 
akan tujuan 
RKA-SKPD 
adalah hal 
yang penting 
dan perlu 
diprioritaska
n 
3. Ketidakjelasa
n tujuan 
RKA-SKPD 
4. Pemahaman 
sepenuhnya 
tujuan RKA-
SKPD 
5. Kesesuaian 
antara RKA-
SKPD 
dengan 
RAPBD 
 
Jawadi, Basuki, 
dan Effendy 
(2016) 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
3.  Sistem 
pengendalian 
intern 
(X2) 
Pengendalian intern 
merupakan kebijakan dan 
prosedur yang dirancang 
untuk memberikan 
keyakinan yang memadai 
bahwa tujuan dan sasaran 
organisasi dapat dicapai 
secara efektif dan efisien. 
 
Dewi, Putra, dan Astika 
(2017) 
1. Lingkungan 
pengendalian 
2. Penilaian 
resiko 
3. Kegiatan 
pengendalian 
4. Komunikasi 
dan informasi 
5.Pemantauan 
pengendalian 
intern 
 
Dewi, Putra, dan 
Astika (2017) 
1,2 
 
3,4 
 
5,6 
 
7,8 
 
9,10 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 3.1 
4.  Kompetensi 
aparatur 
pemerintah 
(X3) 
Kompetensi (competency) 
sebagai individualitas yang 
mendasar dalam diri 
seseorang yang dapat 
memprediksikan kinerja 
yang sangat baik. 
 
Aini, Nur, dan Julita (2015) 
1.Pengetahuan 
(knowledge) 
 
2.Keterampilan 
(Skills) 
 
3. Sikap 
(attitude). 
 
Aini, Nur, dan 
Julita (2015) 
1,2,3 
 
 
4,5,6 
 
 
7,8,9 
5. Ketaatan 
Pada 
Peraturan 
Perundangan 
(X4) 
Ketaatan pada peraturan 
perundangan adalah 
kepatuhan seseorang dalam 
menaati peraturan yang 
telah dibentuk oleh lembaga 
negara atau pejabat yang 
berwenang dan mempunyai 
kekuatan mengikat agar 
dapat mengatur dan 
menertibkan setiap 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
 
 Zawawi (2016) 
1. Kepatuhan 
pada 
pelaksanaan 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah. 
2.  Prosedur 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
sesuai dengan 
peraturan 
yang berlaku 
3.  Pedoman 
untuk 
penyusunan/ 
Pembuatanla
poran kinerja 
pemerintah 
sesuai dengan 
peraturan 
yang berlaku. 
 
Jawadi, Basuki, 
dan Effendy 
(2016) 
1 
 
 
 
 
 
2,3,4 
 
 
 
 
 
 
5,6,7 
 
3.8 Instrumen Penelitian 
Pengukuran penelitian ini menggunakan kuisioner dimana responden 
diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Semua instrumen 
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menggunakan skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5. Skor penelitian yang 
digunakan untuk setiap pertanyaan adalah:  
Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju  
Nilai 2 = Tidak Setuju  
Nilai 3 = Netral 
Nilai 4 = Setuju 
Nilai 5 = Sangat Setuju 
 
3.9 Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Penyajian dan analisis data pada 
penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and 
Service Solution). Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap. 
Pertama, uji instrumen. Tahap kedua, melakukan pengujian asusmsi klasik. Tahap 
ketiga, uji ketepatan Model. Tahap keempat, analisis regresi berganda. Tahap 
kelima, melakukan pengujian hipotesis. 
 
3.9.1 Analisis Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif adalah suatu bentuk pengolahan data yang 
bertujuan untuk menggambarkan data. Bentuk dari statistik deskriptif antara 
membuat tabel dan grafik-grafik. Suatu data dapat dilihat dari rata-rata (mean), 
median, modus, kemencengan (skewness) itu semua termasuk dalam analisis 
deskriptif (Ghozali, 2016). 
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3.9.2 Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan sah atau valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Untuk mengukur tungkat validitas item-item pertanyaan kuesioner 
terhadap tujuan pengukuran adalah dapat melakukan korelasi antar skor item 
pertanyaan dengan skor variabel. (Ghozali, 2016). 
Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 
tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, nilai n adalah jumlah sampel. Apabila r 
hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir pertanyaan tersebut 
dinyatakan valid ( r hitung > r tabel). (Ghozali, 2016). 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan 
reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel atau 
handal apabila memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016). 
 
3.9.3 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. 
Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas 
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1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Teknik pengujian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov Sminorv 
Test (1-Sampel K-S). ketentuan suatu model regresi berdistribusi secara normal 
apabila nilai probability dari Kolmogorov Sminorv > 0,05. (Ghozali, 2016). 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji 
multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF 
(Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF ≥ 10 dan nilai Tolerance 
≤ 0,10 maka menunjukan adanya kolinearitas (Ghozali, 2016). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari risidual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika beda disebut 
heterokedastistitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 
yang tidak terjadi heteroskedastistitas (Ghozali, 2016). 
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 
metode Glejser Test. Uji glejser menggunakan regresi nilai absolut residual 
terhadap variabel independen dengan persamaan: |Ut| = α + βXt + vt. Dimana 
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tingkat kepercayaan atau probabilitas signifikansinya adalah sebesar 5%. Jika nilai 
signifikansi variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 maka terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 
 
3.9.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikan (Uji F) 
Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen atau bebas 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau 
bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai probabilitas < 
0.05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh signifikan atau positif secara 
bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai 
signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-
sama antara variabel bebas dengan variabel terikat. Membandingkan antara F 
tabel dan F hitung, jika F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung > F tabel) maka 
Ho ditolak dan Ha diterima (Ghozali,2016).  
2. Uji Determinasi  
Uji    bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi dependen. Nilai    adalah antara nol dan satu. Nilai R yang 
kecil berati kemampuan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang 
mendekati satu berati variabel independen memberikan semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 
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3.9.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kejelasan 
sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah, 
dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas inerja instansi 
pemerintah(Ghozali, 2016). Persamaan matematis untuk hubungan yang 
dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Y = α + β1X1+β2X2 + β3X3+β4X4+   
Keterangan : 
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
α = Konstanta 
β = Besarnya Koefisien 
X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran 
X2 = Sistem Pengendalian Intern 
X3 = Kompetensi Aparatur Pemerintah 
X4 = Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
  = Standar eror 
 
3.9.6 Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas (Kejelasan sasaran 
aggaran, Sistem pengendalian intern, Kompetensi aparatur pemerintah, dan 
Ketaatan pada perundangan) berpengaruh terhadap variabel terikat (Akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah). Hasil uji t dapat dilihat besarnya P-value 
dibandingkan dengan taraf signifikasi α = 5% . jika nilai signifikasi > 0,05 maka 
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Ho diterima atau Ha ditolak, itu berati bahwa variabel independen tidak 
mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Jika 
propabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berati bahwa variabel 
independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. 
Selain itu dengan membandingkan t hitung dengan t tebel, jika t hitung > t tabel 
maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan jika t hitung < t tabel maka Ho 
diterima dan Ha ditolak (Ghozali,2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada 27 SKPD di Pemerintahan Kabupaten 
Sragen. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 81 kuesioner 
yang dilakukan tanggal 16 Mei 2019 hingga 29 Mei 2017 dan kuesioner yang 
kembali sebanyak 78 kuesioner artinya presentase tingkat pengembalian kuesioner 
sebesar 96,3%. Sedangkan yang masuk kriteria sample sebanyak 74 data yang 
dapat diolah. 
Responden dalam penelitian ini adalah PPK, PPTK, dan Bendahara 
Pengeluaran. Data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner yang dikirim 
langsung oleh peneliti ke seluruh SKPD yang meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, 
dan Sekertariat DPRD.  
Langkah-langkah dalam penyebaran kuesioner dimulai dari pembuatan 
surat ijin penelitian dari kampus yang ditunjukan kepada Kepala SKPD  yang 
akan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proses 
perijinan membutuhkan waktu 2 hari. 
Surat ijin penelitian dari Dekan dikirim ke BAPPEDA untuk meminta 
surat persetujuan penelitian di SKPD Kabupaten Sragen. BAPPEDA memberikan 
surat ijin yang ditunjukan ke Kepala SKPD. Proses ini hanya sebentar yaitu 
menggandakan surat tersebut sesuai dengan tembusan yang diberikan kepada 
Kantor Kesbangpol, IAIN Surakarta, Arsip dan jumlah SKPD yang dijadikan 
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objek, setelah itu meminta cap dan tanda tangan dari Kesbangpol. Langkah ini 
membutuhkan waktu satu hari. 
Langkah penyebaran kuesioner dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. 
Penyebaran kuesioner dilakukan dari SKPD yang mudah dijangkau, penyebaran 
kuesioner dilakukan selama 2 kali pada tanggal 16 Mei 2019 dan 20 Mei 2019. 
Setiap SKPD diberikan 3 kuesioner dengan menitipkan ke bagian Sekertariat 
untuk diserahkan kepada responden yang menjadi kriteria dalam penelitian serta 
menemui secara langsung responden guna untuk memperjelas isi dari kuesioner. 
Kemudian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kuesioner diambil kembali. 
Pengambilan kuesioner dilakukan satu minggu setelah kuesioner 
diserahkan dengan memberitahu pihak SKPD terlebih dahulu, selain itu waktu 
pengambilan kuesioner ditentukan oleh pihak SKPD yang akan menghubungi 
peneliti, hal ini dikarenakan kesibukan beberapa responden. 
 
Tabel 4.1 
Penyebaran Data 
Kuesioner Jumlah Presentase (%) 
Kuesioner yang dibagikan 81 100% 
Kuesioner yang tidak kembali 3 3,7% 
Kuesioner yang tidak masuk dalam kriteria 4 4,9% 
Kuesioner yang dapat diolah 74 91,4% 
Sumber: Data Primer diolah, 2019 
 
4.1.2 Deskripsi Responden 
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 74 responden yang terdiri dari PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran yang 
menjadi responden dalam pengisian kuesioner ini. karakteristik responden ini 
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meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, jurusan pendidikan, dan jabatan. 
Demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Demografi Reponden 
No Kriteria Jumlah Presentase 
1. Jenis Kelamin   
 - Pria 34 responden 45,9% 
 - Wanita 40 responden  54,1% 
 Jumlah 74 responden 100% 
2. Pendidikan Terakhir   
 - SMA 1 responden 1,4% 
 - D3 6 responden 8,1% 
 - S1 34 responden 45,9% 
 - S2 33 responden 44,6% 
 - S3 0 responden 0% 
 Jumlah 74 responden 100% 
3. Jurusan Pendidikan   
 - Ekonomi 39 responden 52,7% 
 - Non Ekonomi 35 responden 47,3% 
 Jumlah 74 responden 100% 
4. Jabatan   
 - PPK 14 responden 18,9% 
 - PPTK 37 responden 50,0% 
 - Bendahara Pengeluaran 23 responden 31,1% 
 Jumlah   
Sumber: Data primer  diolah, 2019 
 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, responden dengan jenis kelamin perempuan 
berjumlah 40 orang (54,1%) dan laki-laki berjumlah 34 (45.9%). Pengelompokan 
responden berdasarkan pendidikan terakhir S1 yaitu 34 orang (45,9%), S2 yaitu 
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33 orang  (44,6%), pendidikan terakhir D3 yaitu 6 orang (8,1%) dan pendidikan 
terakhir SMA yaitu 1 orang (1,4%).  
Pengelompokan responden berdasarkan jurusan pendidikan sebanyak 39 
orang (52,7%) berasal dari jurusan ekonomi sedangkan 35 orang (47,3%)  
responden dari non ekonomi. Pengelompokan responden berdasarkan jabatan 
sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) 14 orang (18,9%), PPTK 
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 37 orang (50,0%) dan Bendahara keuangan 
sebanyak 23 orang (31.1%). 
 
4.1.3 Uji Statistik Deskriptif 
Uji statistik deskriptif dgunakan untuk memberikan gambaran secara 
umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian dari masing-masing 
variabel. Berikut adalah rangkaian rangkuman hasil uji statistik deskriptif. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Statistics 
 X1 X2 X3 X4 Y 
N 
Valid 74 74 74 74 74 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 20.24 44.61 32.54 27.08 38.93 
Std. Deviation 2.465 4.736 3.198 3.510 3.532 
Minimum 16 32 25 22 32 
Maximum 25 54 40 35 45 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.3 di atas hasil selengkapnya akan dipaparkan berikut 
ini : 
1. Kejelasan sasaran anggaran 
Hasil penelitian untuk variabel sistem kejelasan saran anggaran 
diperoleh data dari jawaban responden diketahui dari 5 pernyataan diperoleh 
total minimum jawaban responden sebesar 16 dan maksimum sebesar 25, 
dengan nilai rata-rata 20,24 dan standar deviasi 2,465. 
2. Sistem pengendalian internal  
Hasil penelitian untuk variabel sistem pengendalian internal diperoleh 
data dari jawaban responden diketahui dari 11 pernyataan diperoleh total 
minimum jawaban responden sebesar 32 dan maksimum 54, dengan nilai 
rata-rata 44,61 dan standar deviasinya sebesar 4,736.  
3. Kompetensi aparatur pemerintah 
Hasil penelitian untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah 
diperoleh data dari jawaban responden diketahui dari 8 pernyataan diperoleh 
total minimum sebesar 25 dan nilai maksimum 40, dengan nilai rata-rata 
32,54 dan memiliki standar deviasi sebesar 3,198. 
4. Ketaatan pada peraturan perundangan 
Hasil penelitian untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan 
diperoleh data dari jawaban responden diketahui dari 7 pernyataan diperoleh  nilai 
minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 35, dengan nilai rata-rata 
sebesar 27,08 dan nilai standar deviasinya sebesar 3,510.  
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5. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
Hasil penelitian untuk variabel Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
diperoleh data dari jawaban responden diketahui dari 9 pertanyaan diperoleh nilai 
minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 45, dengan nilai rata-rata 
sebesar 38,93 dan nilai standar deviasinya sebesar 3,532.   
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuisioner, suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Validitas 
yaitu ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang sudah kita buat 
betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016). Butir-
butir pertanyaan dapat dikatakan valid, jika        >       . Hasil perhitungan 
       diperoleh nilai sebesar 0,229  yang didapat dari N-2 (Ghozali, 2016), 
dimana N=74 dengan demikian df = 72 (74-2) pada signifikan 5 %. 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 
No  Butir pertanyaan r hitung r tabel Keterangan  
1 KSA1 0,767 0,229 Valid  
2 KSA2 0,703 0,229 Valid 
3 KSA3 0,764 0,229 Valid 
4 KSA4 0,695 0,229 Valid 
5 KSA5 0,560 0,229 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2) 
No  Butir pertanyaan r hitung r tabel Keterangan  
1 SPI1 0,549 0,229 Valid  
2 SPI2 0,628 0,229 Valid 
3 SPI3 0,568 0,229 Valid 
4 SPI4 0,712 0,229 Valid 
5 SPI5 0,654 0,229 Valid 
6 SPI6 0,787 0,229 Valid 
7 SPI7 0,721 0,229 Valid 
8 SPI8 0,721 0,229 Valid 
9 SPI9 0,748 0,229 Valid 
10 SPI10 0,583 0,229 Valid 
11 SPI11 0,571 0,229 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) 
No  Butir pertanyaan r hitung r tabel Keterangan  
1 KAP1 0,614 0,229 Valid  
2 KAP2 0,709 0,229 Valid 
3 KAP3 0,656 0,229 Valid 
4 KAP4 0,699 0,229 Valid 
5 KAP5 0,570 0,229 Valid 
6 KAP6 0,694 0,229 Valid 
7 KAP7 0,714 0,229 Valid 
8. KAP8 0,767 0,229 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X4) 
No  Butir pertanyaan r hitung r tabel Keterangan  
1 KPPP1 0,629 0,229 Valid  
2 KPPP2 0,855 0,229 Valid 
3 KPPP3 0,880 0,229 Valid 
4 KPPP4 0,719 0,229 Valid 
5 KPPP5 0,385 0,229 Valid 
6 KPPP6 0,838 0,229 Valid 
7 KPPP7 0,864 0,229 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
No  Butir pertanyaan r hitung r tabel Keterangan  
1 AKIP1 0,519 0,229 Valid  
2 AKIP2 0,535 0,229 Valid 
3 AKIP3 0,737 0,229 Valid 
4 AKIP4 0,749 0,229 Valid 
5 AKIP5 0,552 0,229 Valid 
6 AKIP6 0,560 0,229 Valid 
7 AKIP7 0,635 0,229 Valid 
8 AKIP8 0,678 0,229 Valid 
9 AKIP9 0,637 0,229 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel-tabel di atas menunjukan nilai          untuk setiap pertanyaan dari 
masing-masing variabel lebih besar dari        (0,229). Hasil perhitungan        
diperoleh nilai sebesar 0,229 yang didapat dari nilai        untuk N=74 pada 
signifikan 5 %. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pertanyaan yang 
mengukur variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, 
kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu. Tingkat realibilitas suatu konstruk atau variabel dapat dilihat 
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dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali,2016). 
Tabel 4.9 
Uji Reliabilitas 
Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.710 .743 5 
                                    Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.10 
Uji Reliabilitas 
Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.866 .870 11 
                                   Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.11 
Uji Reliabilitas 
Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.812 .834 8 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Tabel 4.12 
Uji Reliabilitas 
Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X4) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.818 .865 7 
                                      Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.13 
Uji Reliabilitas 
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.802 .803 9 
    Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Reliabilitas 
No  Variabel  Cronbach’s 
Alpha 
Cut OFF Keterangan  
1 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,710 0,70 Reliabel  
2 Sistem Pengendalian Internal 0,866 0,70 Reliabel 
3 Kompetensi Aparatur Pemerintah 0,812 0,70 Reliabel 
4 Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan 
0,818 0,70 Reliabel 
5 Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
0,802 0,70 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas 
untuk variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai  0,710 angka ini >0,70. 
Hal ini berarti bahwa konstruk pernyatan yang disusun untuk mengukur Kejelasan 
sasaran anggaran adalah reliabel. Begitu pula dengan variabel  sistem 
pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan 
perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai Cronbach’s 
Alpha untuk empat variabel tersebut secara berturut-turut adalah 0,866; 0,812; 
0,818 dan 0,802. Angka ini juga > 0,70 yang berarti bahwa konstruk pernyataan 
untuk mengukur keempat variabel tersebut dinyatakan reliabel. 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas data yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk 
menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-
Smirnov (Uji K-S). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang 
diperoleh dengan taraf signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan hitung > 0,05 
maka data distribusi normal (Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Test (K-S) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 74 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
2.75378016 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .043 
Positive .041 
Negative -.043 
Kolmogorov-Smirnov Z .368 
Asymp. Sig. (2-tailed) .999 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.15 di atas diketahui besarnya nilai Kolmogrov-
Smirnov adalah 0,999. Jadi nilai signifikan Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 
0,05  maka dapat dikatakan variabel penggangu atau residual  dalam model regresi 
memiliki distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Suatu model dikatakan 
bebas dari multikolinearitas jika VIF kurang dari 10, dan nilai tolerance lebih dari 
0,1 (Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Multikolinearitas 
                                                         Coefficients
a
 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)      
X1 .524 .295 .241 .647 1.545 
X2 .554 .277 .224 .509 1.966 
X3 .383 .034 .027 .663 1.508 
X4 .425 .117 .092 .649 1.542 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.16 di atas, menunjukan bahwa nilai Tolerance> 0,10 
dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 
antar independen dalam model ini.   
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya 
ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 
Uji ini dilakukan uji glejser dengan melihat nilai signifikan setelah dilakukan 
regresi. 
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Tabel 4.17 
Uji Heteroskedastisitas 
                                                        Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Cons
tant) 
7.647 2.253 
 
3.395 .001 
X1 .031 .097 .046 .321 .749 
X2 -.068 .057 -.193 -1.201 .234 
X3 -.115 .074 -.219 -1.558 .124 
X4 .026 .068 .053 .375 .709 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Tabel 4.17 di atas dari hasil uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari 
kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,749, sistem pengendalian intern sebesar 
0,234, kompetensi aparatur pemerintah sebesar 0,124, dan ketaatan pada peraturan 
perundangan sebesar 0,709, hasil tersebut menunjukan bahwa semua nilai 
signifikan lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
keempat data tersebut tidak mengandung heteroskedasitas. 
 
4.2.3 Uji Kelayakan Model 
a.  Uji F 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara 
keseluruhan atau simultan mempunyai pengaruh telah diuji pada tingkat 0,05 
(Ghozali,2016). 
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Tabel 4.18 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 357.081 4 89.270 11.127 .000
b
 
Residual 553.581 69 8.023   
Total 910.662 73    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
 
Berdasarkan tabel 4.18 di atas, Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung  sebesar 
11,127 > Ftabel (2,50) dengan nilai signifikan kejelasan sasaran anggaran, sistem 
pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan pada 
peraturan perundangan adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi model regresi 
kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur 
pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh simultan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
b. Uji Koefisien Determinasi (  )  
Koefisien Determinasi (  ) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Dalam 
penelitian ini menggunakan adjusted R Square untuk mengetahui nilai   . 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji    
                                                    Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .626
a
 .392 .357 2.832 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
Dari tabel 4.19 di atas, menunjukan bahwa  Adjusted R Square    ) 
adalah 0,357 atau 35,7%. Jadi variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem 
pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan pada 
peraturan perundangan dapat menjelaskan sebesar 35,7%, sedangkan sisannya 
64,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 
variabel bebas kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, 
kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan 
terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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Tabel 4.20 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
                                                        Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 15.513 3.879  3.999 .000 
X1 .429 .167 .299 2.565 .013 
X2 .235 .098 .315 2.391 .020 
X3 .036 .127 .033 .285 .777 
X4 .114 .117 .114 .975 .333 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
 
Berdasarkan tabel 4.20 di atas, persamaan regresi linier berganda dapat 
disusun sebagai berikut: 
Y = 15,513 + 0,429X1 + 0,235X2 + 0,036X3 + 0,114X4 + 3.879 
Interprestasi: 
a. Nilai konstanta sebesar 15,513, hal ini menunjukkan apabila variabel kejelasan 
sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur 
pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan jika dianggap konstan 
(0), maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 15,513. 
b. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran ( 
 
) sebesar 0,429. Hal ini berarti 
setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran sebesar 1 satuan akan menaikan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,429 satuan. 
c. Koefisien regresi sistem pengendalian internal ( 
 
) sebesar 0,235. Hal ini 
berarti setiap kenaikan sistem pengendalian internal sebesar 1 satuan akan 
menaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,235 satuan. 
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d. Koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah ( 
 
) sebesar 0,036. Hal ini 
berarti setiap kenaikan kompetensi aparatur pemerintah sebesar 1 satuan akan 
menaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,036 satuan. 
e. Koefisien regresi ketaatan pada peraturan perundangan ( 
 
) sebesar  0,114. Hal 
ini berarti setiap kenaikan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 1 
satuan akan menaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,114 
satuan. 
 
4.2.5 Uji t 
Uji t yaitu untuk melihat apakah variabel bebas (independen) secara 
individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (dependen) yang diuji 
pada tingkat signifikan 0,05. Nilai t tabel dilihat dari tabel t dengan rumus df=n-k, 
dimana n merupakan jumlah data pengamatan dan k adalah jumlah variabel 
(Ghozali,2016). 
Tabel 4.21 
Hasil Uji t 
                                                        Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 15.513 3.879  3.999 .000 
X1 .429 .167 .299 2.565 .013 
X2 .235 .098 .315 2.391 .020 
X3 .036 .127 .033 .285 .777 
X4 .114 .117 .114 .975 .333 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa kejelasan sasaran 
anggaran mempunyai nilai         =  2,565 >        = 1,994 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,013 <  0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H1 diterima dan 
dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian 
internal mempunyai nilai         = 2,391>       = 1,994 dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,020 > 0,05, Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai 
pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H2 diterima dan dapat 
disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern  berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa kompetensi aparatur 
pemerintah mempunyai nilai         = 0,285 <       = = 1,994 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,777 > 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 
tidak bengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H3 ditolak dan dapat 
disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa ketaatan pada 
peraturan perundangan mempunyai nilai         = 0,975 <       = 1,994 dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,333 > 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel 
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H4 ditolak 
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dan dapat disimpulkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
4.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah  
Hipotesis pertama yang menyatakan H1 = kejelasan sasaran anggaran 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk variabel kejelasan sasaran 
anggaran didapatkan nilai        = 2,565 >        = 1,994  dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,013 < 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 
menunjukan  bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh 
yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika kejelasan sasaran anggaran yang semakin 
meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sragen 
akan semakin meningkat. 
Dari penelitian ini disebabkan karena, dengan adanya kejelasan sasaran 
anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan menyebabkan proses anggaran 
berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan mampu menentukan 
keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi pada 
Kabupaten Sragen, hal ini terbukti dari jawaban para responden yang mayoritas 
setuju bahwa RKA-SKPD telah mudah dipahami. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian Cahyani dan Utami (2015) dan Fitrawati, Kahar, dan Ikbal (2017) 
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dimana hasilnya menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
 
4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Hipotesis kedua yang menyatakan H2 = sistem pengendalian intern 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja insatansi pemerintah. 
Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk sistem pengendalian internal 
mempunyai nilai        = 2,391 >       = 1,994 dengan tingkat signifikan sebesar 
0,020 < 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H2 diterima, menunjukan  bahwa variabel 
sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika 
sistem pengendalian intern yang semakin meningkat, maka akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah Kabupaten Sragen akan semakin meningkat. 
Dari penelitian ini disebabkan karena, tujuan dari  sistem pengendalian 
intern adalah untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan 
yang lebih akuntabel sehingga kinerja instansi dapat dilaksanakan secara tertib, 
terkendali, efisien dan efektif. Sistem pengendalian intern pada SKPD di 
Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban 
responden yang sebagian besar menjawab 4 yang artinya setuju.  
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kaltsum dan 
Rohman (2013) dan Fitrawati, Kahar, dan Ikbal (2017) dimana hasilnya 
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menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
 
4.3.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Hipotesis kedua yang menyatakan H3 = kompetensi aparatur pemerintah 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja insatansi pemerintah. 
Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk kompetensi aparatur 
pemerintah mempunyai nilai         =0,285 <         = 1,994 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,777 > 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H3 ditolak, menunjukan  
bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah tidak 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
Dari penelitian ini disebabkan karena, responden yang memiliki latar 
belakang non-ekonomi tidak semua mengikuti pelatihan terkait dengan 
penatausahaan laporan keuangan, hal ini terlihat dari jawaban responden yang 
beberapa menjawab 3 yang berati netral dan 2 yang berarti tidak setuju. 
Sedangkan yang berasal dari latar belakang ekonomi tidak semua memiliki 
keahlian membuat laporan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari jawaban 
responden yang memilih 3 yang berarti netral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi aparatur pemerintah tidak dapat menjamin meningkatkan atau 
menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sragen. 
Penelitan ini sejalan dengan penelitian Rofika dan Ardianto (2014) yang 
menunjukan hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh 
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terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Kuantan 
Sangingi. 
 
4.3.4 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Hipotesis kedua yang menyatakan H4 = ketaatan pada peraturan 
perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja insatansi 
pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk sistem 
pengendalian internal mempunyai nilai        = 0,975 <        = 1,994 dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,333 > 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H4 ditolak, 
menunjukan  bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan tidak 
berpengaruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tidak berpengaruh positif 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
Dari penelitian ini disebabkan karena, sebagian dalam pelaporan mengenai 
akuntabilitas kinerja masih menggunakan acuan peraturan lama sehingga 
peraturan yang berlaku tidak mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien yang 
berpotensi mengurangi kualitas pelaporan dan poin penilaian, baik ketika 
diperiksa oleh BPK RI maupun Kementerian PAN dan RB. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak dapat menjamin 
meningkatkan atau menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 
Kabupaten Sragen. 
Penelitan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Lumenta, Morasa dan 
Mawikere (2016)) yang menunjukan hasil bahwa ketaatan pada peraturan 
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perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
di Kabupaten Minahasa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
 Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai kejelasan sasaran anggaran, 
sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan pada 
peraturan perundangan terhadap akuntablitas kinerja instansi pemerintah 
Kabupaten Sragen, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari peneliti sebagai 
berikut: 
1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (AKIP).  
2. Sistem pengendalian  intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (AKIP).  
3. Kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah (AKIP).  
4. Ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).  
Berdasarkan kesimpulan  diatas dapat diketahui bahwa kejelasan sasaran 
anggaran yang semakin baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, dan  sistem pengendalian intern yang semakin baik maka akuntabiitas 
kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sehingga untuk meningkatkan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten Sragen dapat 
memperhatikan kejelasan sasaran dan sistem pengendalian intern. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dari penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Sragen hanya sebatas Dinas, 
Badan, Inspektorat dan Sekertariat DPRD saja, sehingga SKPD setingkat 
kecamatan dan kelurahan belum masuk dalam penelitian. 
2. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner sehingga 
presepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 
3. Penelitian ini hanya menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem 
pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan pada 
peraturan perundangan saja, dan adjusted R Square hanya sebesar 36% yang 
artinya sebesar 64% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian. 
4. Dalam penelitian ini variabel kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan 
pada peraturan perundangan tidak terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis 
memberikan saran antara lain: 
1. Penelitian yang akan datang diharapkan mampu memperluas sampel dan 
wilayah penelitian. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah sample, karena semakin banyak 
sample yang digunakan maka semakin baik pula hasilnya. 
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3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan dan menggunakan variabel lain 
yang belum pernah diteliti. 
4. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sragen, agar memperhatikan pengelola 
keuangan daerah sebagai salah satu bentuk usaha organisasi publik 
meningkatkan kinerja instansi dengan menempatkan personil yang tepat, 
pemberian reward dan Punishment terhadap ketaatan peraturan, serta 
pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. 
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Lampiran 1: Jadwal Penelitian 
JADWAL PENELITIAN 
No  Bulan  November Januari Februari April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
x x x 
 
x                             
2 Konsultasi       x  x  x  x      x        x x      
3 Seminar 
Proposal 
             x                   
4 Revisi Proposal               x x                 
5 Pengumpulan 
Data 
                  x x x            
6 Analisisi Data                     x x           
7 Penulisan akhir 
naskah skripsi 
                      x x x x    
 
 
 
  
8 Pendaftaran 
munaqosah 
                           x     
9 Munaqosah                               x   
10 Revisi Skripsi                               x x 
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Lampiran 2: Daftar SKPD Pemerintah Kabupaten Sragen 
 
NO Nama SKPD 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
(BAPPEDA)  
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP)  
3. Badan Pendapatan, Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD)  
4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah(DPA)  
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dincapil 
6. Dinas Kesehatan (DKK)  
7. Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang)  
8. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
9. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkop UM)  
10. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU & PR)  
12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporpar)  
13. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS)  
 
14. Dinas Pendidikan (DPK)  
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)  
16. Dinas Perhubungan (Dishub)  
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  
18. Dinas Pertanian (Dinper)  
19. Dinas Perumahan  dan Kawasan Permukiman (Disperkim)  
20. Dinas Sosial (Dinsos)  
21. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)  
22. Inspektorat   
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23. Sekretariat DPRD (Sek.DPRD)  
24. Dinas Pertenakan dan Perikanan (Disnakan)  
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  
26. Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP)  
27. Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindunan Masyarakat 
(Bakesbangpol) 
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Lampiran 3: Surat Penelitian  
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Lampiran 4: Kuesioner 
KUESIONER 
Surakarta,     Mei 2019 
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Responden 
Di tempat 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
Dengan hormat,  
Suhubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswi Program Strata 
Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta, saya: 
Nama : Mia Riswantika 
NIM : 155121119 
Fak/Jur/Smst :  Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah/VIII 
bermaksud melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
pendidikan tersebut, dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem 
Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Pada 
Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Kabupaten Sragen”. 
Untuk itu, saya sangat mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden 
dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf 
telah menggangu waktu bekerja Bapak/Ibu. Data yang diperoleh hanya akan digunakan 
untuk kepentingan penelitian dan tidak disebarluaskan.   
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab 
semua pertanyaan dalam kuesioner ini , saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Hormat saya,  
 
(Mia Riswantika) 
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A. Identitas Responden 
Mohon ketersediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut : 
1. Nama     :………………… (boleh tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin   :    Pria           Wanita     
3. Pendidikan Terakhir  :  SMA       D3          S1 
S2       S3 
4. Jurusan Pendidikan  :  Ekonomi Non-Ekonomi 
5. Jabatan                                   :   PPK (Pejabat Penatausahaan                       
Keuangan) 
                                                            PPTK (Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan) 
Bendahara Pengeluaran 
Lainnya………………………… 
B. Daftar Pernyataan Kuesioner 
Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan jawaban yang sesuai atas 
pernyataan-pernyataan berikut dengan memberi tanda cheklist (√) pada 
kolom yang mewakili pilihan Bapak/Ibu. Jika menurut Bapak/Ibu tidak 
ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang 
paling mendekati. Pilihan jawaban adalah sebagai berikut :  
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STS  = Sangat Tidak Setuju  
TS = Tidak Setuju  
N = Netral  
S = Setuju  
SS = Sangat Setuju  
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 
1. Penggunaan dana anggaran pada SKPD 
didasarkan pada hukum dan peraturan yang 
berlaku 
     
2. Audit kepatuhan dilakukan agar setiap 
penggunaan dana dilandasi hukum dan 
peraturan yang berlaku 
     
Akuntabilitas Proses 
3. Anggaran yang diusulkan oleh SKPD 
menceriminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan 
hasil yang ditetapkan 
     
4. Pengalokasian dan anggaran mengikuti proses-
proses dan prosedur yang berlaku 
     
Akuntabilitas Program 
5. Program-program anggaran dirancang dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa 
dana masyarakat menghasilkan output 
maksimal 
     
6. Program-program anggaran dirancang dengan 
mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa 
penggunaan anggaran mencapai target atau 
tujuan kepentingan publik 
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No Pernyataan STS TS N S SS 
7. Pelaksanaan program-program APBD benar-
benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
     
Akuntabilitas Kebijakan 
8. Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan 
oleh pemerintah daerah kepada DPRD dan 
masyarakat luas 
     
9. Anggaran yang dirancang oleh pemerintah 
daerah bersama DPRD digunakan untuk 
kepentingan public 
     
 
2. Kejelasan Sasaran Anggaran 
1. Saya mengerti tujuan Rencana Kinerja 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA-SKPD) 
     
2. Saya menyadari bahwa tujuan RKA-SKPD 
merupakan hal yang penting dan perlu 
diprioritaskan 
     
3. Tujuan RKA-SKPD kadang-kadang tidak jelas 
dan membingungkan 
     
4. Saya memahami sepenuhnya tujuan RKA-
SKPD 
     
5. Tujuan RKA-SKPD disesuaikan dengan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 
     
 
 
3. Sistem Pengendalian Intern 
Lingkungan Pengendalian 
1. Stuktur organisasi SKPD telah menggambarkan 
pembagian kewenangan dan tanggung jawab 
pegawai 
     
2. Pimpinan SKPD selalu melakukan 
pemerikasaan mendadak terhadap catatan 
akuntansi, fisik kas dan barang 
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No Pernyataan STS TS N S SS 
Penilaian Resiko 
3. Pimpinan telah melakukan analisis resiko 
secara lengkap dan menyeluruh terhadap 
kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap 
sistem akuntansi 
     
4. Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan 
atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap 
sistem dan prosedur akuntansi 
     
Kegiatan Pengendalian 
5. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas 
aset telah ditetapkan dan diimplementasikan 
dengan baik 
     
6. Pengeluaran uang pada SKPD selalu 
didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas 
yang telah diberi nomor urut cetak 
     
7. Pengeluaran uang pada SKPD selalu 
didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas 
yang telah diberi nomor urut cetak 
     
8. Informasi telah disediakan secara tepat waktu 
dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan 
korektif secara tepat 
     
9. Saluran komunikasi berkelanjutan telah 
dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan 
masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas 
intern dalam memberikan masukan signifikan 
     
Pemantauan Pengendalian Intern 
10. SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil 
temuan/reviu dan saran yang diberikan oleh 
BPK/Inspektorat 
     
11. Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi 
temuan yang menunjukan adanya kelemahan 
dan perlu perbaikan 
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4. Kompetensi Aparatur Pemerintah 
No Pernyataan STS TS N S SS 
Pengetahuan (Knowladge) 
1. Saya memahami tugas pokok, fungsi, dan 
uraian tugas saya 
     
2. Saya memiliki pemahaman teknis pekerjaan 
yang dilakukan dengan baik 
     
Ketrampilan/Keahlian (Skill) 
3. Saya memiliki kemampuan untuk membuat 
laporan dengan baik 
     
4. Saya mempunyai keahlian menggunakan 
computer 
     
5. Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan 
penatausahaan laporan keuangan 
     
Perilaku (Attitude) 
5. Saya selalu bekerja dengan mengedepankan 
etika dan kode etik 
     
6. Saya selalu menolak setiap intervensi dari 
atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran 
terhadap aturan. 
     
7. Saya memberikan keteladanan kepada rekan 
kerja dalam bersikap dan bertingkah laku 
     
 
5. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
Ketaatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
1. Dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah saya mentaati peraturan 
perundangan yang berlaku 
     
Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan dengan Peraturan Yang Berlaku 
 
2. Dalam pembuatan laporan keuangan saya 
menggunakan prosedur PP No.8 tahun 2006 
tentang pelaporan keuangan dan kinerja 
instansi pemerintah 
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No Pernyataan STS TS N S SS 
3. Dalam pembuatan laporan keuangan saya 
menggunakan prosedur PP No.58 Tahun 2005 
tentang pengelolaan keuangan daerah 
     
4. Dalam pembuatan laporan keuangan saya 
menggunakan prosedur Permendagri No.21 
Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan 
keuangan daerah 
     
Pedoman Penyusunan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
dengan Peraturan Yang Berlaku 
5. Dalam penyusunan laporan AKIP saya masih 
menggunakan Keputusan Kepala LAN Nomor 
239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman 
Penyusunan Pelaporan AKIP 
     
6. Dalam pembutan laporan AKIP saya mengacu 
kepada Perpres No.29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah sebagai pengganti Inpres Nomor 7 
Tahun 1999 tentang AKIP 
     
7. Dalam penyusunan laporan AKIP saya 
menggunakan PerMenpan RB No.53 Tahun 
Kinerja Instansi Pemerintah 
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Lampiran 5: Lembar Transkip Wawancara 
 
Bagian Organisasi SETDA 
Peneliti: Bagaimana nilai akuntabiltas kinerja Kabupaten Sragen bu? 
Narasumber: Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Sragen alhamdulillah 
meningkat dari yang awalnya CC menjadi B untuk pertama kalinya. 
Peneliti: Apa permasalahan dari akuntabilitas kinerja yang menyebabkan nilainya 
belum memuaskan? 
Narasumber: yang jadi masalah mungkin di Kabupaten Sragen adalah, kemarin 
mengapa kita tidak bisa mencapai nilai B, karena kurang selarasnya dokumen 
perencanaan dari tingkat Kabupaten yaitu RPJMD sampai dengan tingkat 
Perangkat Daerah yaitu di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), nah RPJDM 
itu tidak selaras atau bisa dibilang tidak tepat sasaran. 
Peneliti: Mengapa anggarannya belum tepat sasaran bu? 
Narasumber: Ya itu karena gini, presepsi dari OPD selama ini itu kan OPD masih 
menggunakan sistem kerja lama yang penting dikerjakan sampai selesai dan 
penyerapan anggaran, tetapi dia itu tidak melihat indikator kinerja utama yakni 
IKU untuk mencapai sasarannya itu, belum paham tentang IKU nya. makanya 
problem permasalahan sebelum bener-bener melaksanakan SAKIP itu adalah; 
satu,  tujuan sasaran yang dibuat oleh OPD itu belum berorientasi hasil terlebih ke 
output akhirnya penyerapan anggaran, yang kedua ukuran kinerja indikatornya 
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tidak jelas. Ya itu tadi karena mereka selama ini tidak berpedoman penyusunan 
program  pada IKU masing-masing OPD, yang ketiga otomatis karena tidak 
berpedoman pada IKU program kegiatannya kan jadi gak jelas, jadi capaian 
anggarannya kurang tapi serapannya anggaran habis. Jadi problematika kenapa 
SAKIP kita baru sampai B, kemarin dokumen perencanaan kita itu sampai level 
OPD banyak yang tidak sinkron, terutama di SAKIP nya OPD itu outcame nya 
belum nampak. Kinerjanya belum bisa diukur. Nah itu salah satu permasalahnya 
juga ada pada kompetensi SDM aparatur dan yang kedua dari komitmen pimpinan 
itu sendiri. kelemahan kita ada pada OPD, OPD kalau dilihat secara garis 
besarnya itu OPD belum mensuport visi misi Bupati. Padahal kan udah jelas visi 
misinya seperti ini, indikatornya seperti ini. tapi itu tadi, kegiatannya banyak yang 
miss ya karena tidak fokus di IKU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
Lampiran 6: Data Tabulasi Kuesioner 
1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 
NO KSA1 KSA2 KSA3 KSA4 KSA5 X1 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 2 4 4 18 
3 4 4 5 4 4 21 
4 4 4 2 5 4 19 
5 5 5 4 4 4 22 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 3 5 3 3 4 18 
9 4 4 2 4 4 18 
10 5 5 5 5 5 25 
11 4 4 4 4 2 18 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 2 4 4 18 
14 5 5 5 5 1 21 
15 4 4 4 4 2 18 
16 4 4 3 3 4 18 
17 5 5 5 5 5 25 
18 3 5 3 3 4 18 
19 4 4 2 4 5 19 
20 5 5 5 5 5 25 
21 4 4 2 4 2 16 
22 5 4 5 5 5 24 
23 4 4 3 4 4 19 
24 4 4 3 3 4 18 
25 4 4 5 4 4 21 
26 4 3 2 4 3 16 
27 4 4 2 4 2 16 
28 5 5 5 5 4 24 
29 5 5 4 4 4 22 
30 4 4 3 3 3 17 
31 5 5 5 4 5 24 
32 5 4 4 5 4 22 
33 4 4 3 4 4 19 
34 5 4 4 4 5 22 
35 5 5 4 4 4 22 
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36 5 4 2 5 4 20 
37 5 4 4 4 5 22 
38 3 4 4 4 4 19 
39 4 4 4 4 4 20 
40 3 3 3 3 4 16 
41 4 4 3 3 4 18 
42 5 5 4 4 5 23 
43 4 4 3 3 3 17 
44 3 4 3 3 4 17 
45 4 4 3 4 4 19 
46 5 5 5 4 4 23 
47 4 4 4 4 4 20 
48 5 4 3 4 4 20 
49 3 3 3 3 4 16 
50 4 4 4 4 4 20 
51 4 4 4 3 2 17 
52 4 4 4 4 4 20 
53 5 5 4 4 4 22 
54 4 4 4 4 4 20 
55 5 5 4 5 3 22 
56 4 4 2 4 4 18 
57 5 5 4 4 4 22 
58 5 5 3 4 4 21 
59 4 4 4 4 4 20 
60 5 5 4 4 4 22 
61 5 5 4 5 5 24 
62 5 4 3 4 4 20 
63 4 4 3 4 4 19 
64 4 4 2 4 4 18 
65 4 4 4 4 4 20 
66 3 4 4 3 4 18 
67 4 5 5 4 4 22 
68 5 5 4 5 5 24 
69 4 5 5 4 5 23 
70 5 5 5 4 4 23 
71 4 4 4 4 5 21 
72 5 5 5 5 4 24 
73 5 4 4 4 4 21 
74 5 4 5 5 5 24 
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2. Variabel Sistem Pengendalian Intern 
NO SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 SPI7 SPI8 SPI9 SPI10 SPI11 X2 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 47 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
7 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 47 
8 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 39 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 53 
11 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 46 
12 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 47 
13 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 38 
14 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 50 
15 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 46 
16 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
17 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 50 
18 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 35 
19 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 50 
20 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
21 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 36 
22 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 50 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 46 
24 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
25 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 48 
26 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 45 
27 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 40 
28 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 37 
29 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 49 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 38 
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31 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 46 
32 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 48 
33 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 42 
34 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 49 
35 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 42 
36 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 45 
37 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 49 
38 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 47 
39 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
40 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 32 
41 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
42 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 46 
43 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 37 
44 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 46 
45 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 41 
46 4 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 39 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
48 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 46 
49 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
51 2 2 3 3 4 3 3 4 4 5 5 38 
52 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 44 
53 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
55 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 51 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
57 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
58 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
59 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 41 
60 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 46 
61 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 50 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
63 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 42 
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64 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 44 
65 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 44 
66 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 42 
67 5 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 44 
68 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 42 
69 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 41 
70 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 41 
71 4 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 42 
72 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 45 
73 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 40 
74 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 49 
 
3. Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah 
NO KAP1 KAP2 KAP3 KAP4 KAP5 KAP6 KAP7 KAP8  X3 
1 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
2 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
3 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
4 5 5 4 5 4 4 5 5 37 
5 5 5 4 3 2 5 4 4 32 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
7 5 4 4 4 3 4 5 4 33 
8 5 4 4 4 2 3 3 3 28 
9 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
10 5 4 4 4 3 5 5 5 35 
11 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
12 5 4 4 4 3 4 5 4 33 
13 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
14 5 5 4 5 4 5 5 5 38 
15 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
16 4 4 4 3 3 4 3 4 29 
17 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
18 5 4 4 4 2 3 3 3 28 
19 4 4 4 5 5 5 5 4 36 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
21 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
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22 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
23 5 4 3 3 3 4 4 5 31 
24 4 4 4 3 3 4 3 4 29 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
26 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
28 4 4 4 2 2 4 4 4 28 
29 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
30 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
31 5 5 4 5 3 4 4 5 35 
32 5 5 5 5 3 5 4 4 36 
33 4 4 4 3 3 4 3 4 29 
34 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
35 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
36 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
37 4 4 4 4 5 5 3 4 33 
38 5 4 3 4 3 4 4 4 31 
39 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
40 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
41 3 4 4 3 3 4 3 4 28 
42 5 5 4 5 4 4 4 5 36 
43 4 4 3 3 1 3 4 3 25 
44 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
45 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
46 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 5 4 4 4 4 4 3 4 32 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
52 5 5 4 4 3 4 5 5 35 
53 5 5 4 3 2 5 4 4 32 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 5 5 4 5 3 5 5 5 37 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
57 5 5 4 3 2 5 4 4 32 
58 5 5 4 3 4 5 5 5 36 
59 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
60 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
61 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
62 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
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63 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
64 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
65 4 3 4 4 4 5 4 4 32 
66 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
67 5 5 5 5 3 5 5 5 38 
68 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
72 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
73 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
74 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
 
 
4. Variabel Ketaatan Pada Peraturan 
NO KPPP1 KPPP2 KPPP3 KPPP4 KPPP5 KPPP6 KPPP7 X4 
1 4 4 4 4 2 4 4 26 
2 3 4 4 4 2 4 4 25 
3 4 4 4 4 3 3 3 25 
4 5 5 5 4 2 5 5 31 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 
6 4 4 4 4 2 4 4 26 
7 4 4 4 4 2 4 4 26 
8 4 4 4 4 2 4 4 26 
9 4 4 4 4 2 4 4 26 
10 5 5 5 5 5 5 5 35 
11 4 4 4 4 2 4 4 26 
12 4 4 4 4 2 4 4 26 
13 4 4 4 4 3 4 4 27 
14 5 5 5 5 2 4 4 30 
15 4 4 4 4 2 4 4 26 
16 4 4 3 3 3 3 3 23 
17 5 4 4 4 2 4 4 27 
18 4 4 4 4 2 4 4 26 
19 4 4 4 4 2 4 4 26 
20 5 5 5 5 2 5 5 32 
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21 4 4 4 4 2 4 4 26 
22 5 5 5 5 5 5 5 35 
23 4 4 4 4 3 4 4 27 
24 4 4 3 3 3 3 3 23 
25 4 4 4 4 2 4 4 26 
26 4 4 4 4 3 3 3 25 
27 4 3 3 3 3 3 3 22 
28 4 3 3 3 3 3 3 22 
29 5 5 5 5 4 5 5 34 
30 4 4 4 4 3 3 3 25 
31 5 3 3 3 3 3 3 23 
32 5 5 5 5 2 4 4 30 
33 4 4 4 4 2 4 4 26 
34 4 5 4 4 2 4 4 27 
35 4 4 4 4 2 4 4 26 
36 5 5 5 5 5 5 5 35 
37 4 4 4 4 3 4 4 27 
38 5 4 4 4 3 3 3 26 
39 4 4 4 4 3 4 4 27 
40 4 3 3 3 3 3 3 22 
41 4 4 3 3 3 3 3 23 
42 5 3 3 3 3 3 3 23 
43 3 4 4 4 3 4 4 26 
44 4 4 5 4 2 4 4 27 
45 4 4 4 4 2 4 4 26 
46 4 4 4 4 2 4 4 26 
47 4 4 4 1 2 4 4 23 
48 5 4 4 4 2 4 4 27 
49 4 4 4 4 3 3 3 25 
50 4 4 4 1 4 4 4 25 
51 4 4 4 4 3 4 4 27 
52 5 4 4 4 2 5 5 29 
53 5 5 5 5 3 5 5 33 
54 4 4 4 1 4 4 4 25 
55 5 5 5 5 3 4 5 32 
56 4 4 4 1 4 4 4 25 
57 5 5 5 5 3 5 5 33 
58 5 5 5 5 3 4 5 32 
59 4 3 3 3 3 3 3 22 
60 4 3 3 3 3 3 3 22 
61 4 4 4 4 5 4 4 29 
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62 4 4 4 4 4 4 4 28 
63 4 3 3 3 4 3 3 23 
64 4 4 4 4 4 4 4 28 
65 5 5 5 5 5 5 5 35 
66 4 4 4 4 4 4 4 28 
67 4 3 3 3 3 3 3 22 
68 4 4 4 4 4 4 4 28 
69 5 5 5 5 2 3 3 28 
70 4 4 4 4 5 4 4 29 
71 4 4 3 3 4 3 3 24 
72 5 4 4 4 4 4 4 29 
73 4 4 4 4 5 4 4 29 
74 4 4 4 4 5 4 4 29 
 
5. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
NO AKIP1 AKIP2 AKIP3 AKIP4 AKIP5 AKIP6 AKIP7 AKIP8 AKIP9 Y 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 
3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 36 
4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 41 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
7 2 4 4 4 5 5 5 4 4 37 
8 5 5 4 3 3 4 3 3 3 33 
9 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
11 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42 
12 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 
13 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 
14 5 5 5 4 5 4 5 5 4 42 
15 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42 
16 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 
17 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41 
18 5 5 4 3 3 4 3 3 3 33 
19 5 5 4 4 4 4 5 4 4 39 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
21 5 4 4 4 4 4 4 2 2 33 
22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
114 
 
 
 
23 5 5 5 4 5 4 5 4 4 41 
24 4 4 4 4 4 2 3 4 4 33 
25 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43 
26 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 
27 4 4 5 4 4 4 3 5 5 38 
28 5 5 5 5 2 5 5 5 5 42 
29 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
31 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 
32 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 
33 4 4 5 5 4 4 5 5 5 41 
34 5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 
35 5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 
36 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
37 5 5 4 5 4 4 5 4 4 40 
38 5 5 4 4 5 5 5 4 4 41 
39 4 4 4 3 4 4 3 2 4 32 
40 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 
41 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 
42 5 5 5 5 5 5 3 4 5 42 
43 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 
44 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
46 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
48 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
51 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 
52 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 
53 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 
54 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
55 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
58 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
60 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 
61 5 5 4 5 3 3 3 3 5 36 
62 5 4 3 4 4 4 4 4 5 37 
63 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
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64 4 4 2 4 4 4 4 3 4 33 
65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
66 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 
67 4 5 5 4 3 4 4 4 5 38 
68 5 5 4 5 4 5 5 3 4 40 
69 4 5 5 4 3 4 4 4 5 38 
70 5 5 5 4 4 5 4 5 4 41 
71 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37 
72 5 5 5 5 4 3 4 5 5 41 
73 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
74 5 4 5 5 3 5 4 4 3 38 
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Lampiran  7: Hasil Olah Data 
Statistik Desrikptif 
Statistics 
 X1 X2 X3 X4 Y 
N 
Valid 74 74 74 74 74 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 20.24 44.61 32.54 27.08 38.93 
Std. Deviation 2.465 4.736 3.198 3.510 3.532 
Minimum 16 32 25 22 32 
Maximum 25 54 40 35 45 
 
Uji Instrument 
UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITY 
1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.710 .743 5 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KSA1 15.95 4.079 .621 .559 .608 
KSA2 15.96 4.505 .563 .397 .642 
KSA3 16.57 3.372 .499 .295 .665 
KSA4 16.22 4.391 .533 .455 .645 
KSA5 16.28 4.507 .273 .075 .747 
 
2. Variabel Sistem Pengendalian Intern 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.866 .870 11 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
SPI1 40.46 19.622 .449 .264 .862 
SPI2 41.03 18.191 .504 .380 .861 
SPI3 40.74 18.906 .443 .428 .865 
SPI4 40.66 18.309 .629 .575 .849 
SPI5 40.57 18.934 .567 .381 .854 
SPI6 40.42 18.110 .727 .730 .843 
SPI7 40.39 18.433 .645 .708 .848 
SPI8 40.54 18.937 .657 .490 .849 
SPI9 40.65 18.012 .672 .516 .846 
SPI10 40.28 19.384 .486 .520 .859 
SPI11 40.34 19.843 .488 .486 .859 
 
3. Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.812 .834 8 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KAP1 28.16 8.466 .497 .589 .795 
KAP2 28.28 8.316 .623 .640 .782 
KAP3 28.51 8.390 .553 .406 .789 
KAP4 28.54 7.841 .577 .446 .783 
KAP5 29.01 7.822 .343 .423 .836 
KAP6 28.35 8.204 .595 .457 .783 
KAP7 28.50 7.486 .574 .392 .784 
KAP8 28.42 7.781 .663 .530 .772 
 
4. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.818 .865 7 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KPPP1 22.81 10.347 .530 .323 .802 
KPPP2 22.99 9.192 .799 .809 .763 
KPPP3 23.04 8.834 .827 .857 .754 
KPPP4 23.23 8.536 .550 .451 .800 
KPPP5 24.07 10.612 .103 .053 .900 
KPPP6 23.19 9.005 .770 .940 .762 
KPPP7 23.16 8.768 .803 .948 .755 
 
5. Variabel Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.802 .803 9 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
AKIP1 34.35 10.642 .379 .374 .796 
AKIP2 34.45 10.826 .421 .395 .791 
AKIP3 34.54 9.649 .640 .529 .763 
AKIP4 34.57 9.619 .657 .530 .761 
AKIP5 34.73 10.282 .395 .218 .796 
AKIP6 34.66 10.391 .419 .278 .792 
AKIP7 34.77 9.878 .496 .374 .782 
AKIP8 34.78 9.624 .548 .453 .775 
AKIP9 34.61 9.995 .508 .391 .781 
 
Uji Asumsi Klasik 
 
UJI MULTIKOLONIERITAS 
 
Coefficientsa 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)      
X1 .524 .295 .241 .647 1.545 
X2 .554 .277 .224 .509 1.966 
X3 .383 .034 .027 .663 1.508 
X4 .425 .117 .092 .649 1.542 
a. Dependent Variable: Y 
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UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 74 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 2.75378016 
Most Extreme Differences 
Absolute .043 
Positive .041 
Negative -.043 
Kolmogorov-Smirnov Z .368 
Asymp. Sig. (2-tailed) .999 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.647 2.253  3.395 .001 
X1 .031 .097 .046 .321 .749 
X2 -.068 .057 -.193 -1.201 .234 
X3 -.115 .074 -.219 -1.558 .124 
X4 .026 .068 .053 .375 .709 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
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UJI F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 357.081 4 89.270 11.127 .000b 
Residual 553.581 69 8.023   
Total 910.662 73    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
 
UJI KOEFISIEN DETERMINAN (R2) 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .626a .392 .357 2.832 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
 
Analisi Regresi Linier Berganda 
                                                                          Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 15.513 3.879  3.999 .000 
X1 .429 .167 .299 2.565 .013 
X2 .235 .098 .315 2.391 .020 
X3 .036 .127 .033 .285 .777 
X4 .114 .117 .114 .975 .333 
a. Dependent Variable: Y 
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